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Abstrak (styleHeading Abstrak)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi antara qowaid fighiyyah dengan
perkembangan hukum positif wakaf di Indonesia dari masa pra-kemerdekaan hingga era
reformasi. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa regulasi wakaf
di Indonesia mengalami transformasi dari hukum adat dan hukum Islam non-tertulis
menuju sistem hukum nasional yang terpositivisasi, sehingga penting untuk meninjau
sejauh mana hukum positif tersebut sejalan dengan asas-asas hukum Islam. Metode
penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan pendekatan historis-normatif melalui
teknik studi kepustakaan (library research). Data penelitian diperoleh dari sumber
sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur akademik
yang relevan. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif-analitis guna menguraikan dan
menafsirkan keterkaitan antara peraturan wakaf dan gowaid fighiyyah. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa perkembangan hukum positif wakaf di Indonesia terbagi dalam tiga
fase utama. Pertama, era pra-kemerdekaan, yang selaras dengan kaidah ad-dhorurotu
tubihul mahdzurot, karena umat Islam menghadapi keterbatasan hukum kolonial namun
tetap mempertahankan prinsip kemudahan dan penghilangan mudarat. Kedua, era pasca-
kemerdekaan, yang mencerminkan kaidah al-yaqgin la yuzal bi al-syakk dan dar al-
mafasid mugaddam ala jalb al-mashalih melalui upaya pemerintah membentuk kepastian
hukum dan menghindari kerusakan sosial akibat kekosongan regulasi. Ketiga, era
reformasi hingga sekarang, yang berpijak pada kaidah tasarruf al-imam ala al-raiyyah
manutun bi al-maslahah, sebagaimana tampak pada kebijakan wakaf produktif dalam UU
No. 41 Tahun 2004, PP No. 42 Tahun 2006, dan PP Nomor 25 Tahun 2018 yang
menekankan asas kemaslahatan publik. Kesimpulannya, proses dan produk positivisasi
hukum wakaf di Indonesia menunjukkan tingkat kesesuaian yang kuat dengan asas -asas
hukum Islam dalam konteks qowaid fighiyyah, baik dari segi kemaslahatan, kepastian
hukum, maupun keadilan. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi penguatan
integrasi antara hukum Islam dan sistem hukum nasional dalam pengelolaan wakaf di
Indonesia.

Kata Kunci: positivisasi hukum, hukum wakaf, hukum positif, tagnin, goidah fighiyyah,
asas hukum Islam, sinkronisasi hukum.

Abstract

This study aims to analyze the synchronization between gawa’id fighiyyah (Islamic
legal maxims) and the evolution of positive wagf law in Indonesia, spanning from the
pre-independence era to the Reformation era. The research is motivated by the
transformation of waqf regulations in Indonesia—shifting from customary law and
unwritten Islamic law toward a positivized national legal system—necessitating an
evaluation of the extent to which these positive laws align with the fundamental
principles of Islamic law. The methodology employed is qualitative with a historical-
normative approach, utilizing library research techniques. Data were gathered from
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secondary sources, including statutory regulations, official documents, and relevant
academic literature. The analysis was conducted through a descriptive-analytical
method to interpret the correlation between waqf regulations and gawa 'id fighiyyah.The
results indicate that the development of positive wagf law in Indonesia is categorized
into three primary phases: The Pre-Independence Era: This period aligns with the maxim
al-daruratu tubihu al-mahzurat (necessity renders prohibited things permissible), as the
Muslim community navigated the constraints of colonial law while striving to maintain
the principles of flexibility and the mitigation of harm.The Post-Independence Era: This
phase reflects the maxims al-yaqin la yuzal bi al-shakk (certainty is not overruled by
doubt) and dar’ al-mafasid mugaddam ‘ala jalb al-masalih (averting harm takes
precedence over achieving benefits) through state initiatives to establish legal certainty
and prevent social disorder caused by regulatory vacuums.The Reformation Era to the
Present: This period is anchored in the maxim tasarruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah
manutun bi al-maslahah (the leader’s actions toward the citizens must be governed by
public interest). This is evident in the productive waqgf policies within Law No. 41 of
2004, Government Regulation No. 42 of 2006, and Government Regulation No. 25 of
2018, all of which prioritize the principle of public welfare.In conclusion, the process
and outcomes of the positivization of waqf law in Indonesia demonstrate a robust
alignment with the tenets of Islamic law within the framework of gawa’id fighiyyah,
specifically regarding welfare, legal certainty, and justice. This research is expected to
contribute to the integration of Islamic law and the national legal system in the
management of waqf in Indonesia.

Keywords: legal positivization, wagf law, positive law, tagnin (codification), gawa 'id
fighiyyah (Islamic legal maxims), Islamic legal principles, legal synchronization.

1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Islam adalah agama yang syumul. Syumul secara etimologis artinya adalah mencakup secara keseluruhan.
Dengan kata lain, Islam adalah agama yang universal, yakni mencakup dan merangkumi segala aspek
kehidupan dengan berbagai macam aturan dan panduan-panduan hidup (minhajul hayah). Tak terkecuali
dalam aspek sosial-ekonomi, di mana aspek tersebut adalah sebuah keniscayaan bagi manusia pada
umumnya yang mengharuskan hidup secara komunal. Wakaf sebagai salah satu instrument sosial-ekonomi
Islam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemajuan masyarakat muslim. Ini dapat dibuktikan
dengan banyaknya harta wakaf yang difungsikan sebagai musholla, masjid, maupun sarana pembangunan
masyarakat, seperti sekolah, kuburan, rumah sakit, lembaga sosial, dan lain-lain (Supani, 2023).

Perjalanan wakaf dalam perkembangannya membersamai sejarah peradaban umat Islam dari zaman ke
zaman didukung oleh aktivitas keilmuan yang berpandukan wahyu. Hal itu menjadi sebuah keniscayaan,
mengingat bahwasanya peradaban umat Islam memiliki karakter khas keilmuan yang dilandaskan
worldview khas Islam. Bahkan aktivitas keilmuan Islam pada masa klasik selain melahirkan produk
hukum wakaf, yang pada gilirannya institusi wakaf juga memiliki pengaruh pada kemajuan aktivitas
keilmuan itu sendiri (Asrohah dkk., 2012)



Kemajuan wakaf pada zaman klasik tidak terlepas dari karakter keilmuan Islam. Islam sebagai agama
yang memiliki dimensi agidah, akhlak, dan hukum memiliki peranannya dalam membentuk realitas
masyarakat muslim dalam sebuah peradaban. Jadi, aktivitas keilmuan Islam tidak bisa dilepaskan begitu
saja dengan ketiga aspek tersebut. Dalam kaitannya dengan studi hukum Islam, maka prosedur penemuan
hukum Islam selain berdimensi ketuhanan, juga memperhatikan kemaslahatan umum. Dari sini, sejatinya
tidak ada dikotomi antara yang ilahi-sakral dengan yang profan dalam penerapan hukum Islam. Selain
hukum berlandaskan panduan wahyu yang dapat menyelamatkannya di akhirat, ia juga sejatinya
mengantarkan manusia pada kemaslahatan di dunia.

Maka, produk hukum wakaf secara khusus yang lahir dari hukum Islam sejatinya selain memiliki
dimensi ketuhanan yang berkorespondensi pada kebenaran wahyu, ia juga memiliki dimensi sosial-
ekonomi yang bermanfaat untuk mencapai kemaslahatan (jalbul masholih). Dari situ, ijtihad sebagai alat
untuk menemukan hukum Islam memainkan peranan penting dalam dinamika hukum Islam agar dapat
menciptakan kestabilan masyarakat (social control). Ini terjadi sebab perubahan masyarakat tidak bisa
dihindari, karenanya hukum sebagai sesuatu yang ajeg memainkan peranannya di sini. Di sisi lain,
manakala perubahan sosial tidak diikuti dinamika hukum, maka akan berakibat pada kemandekan. Maka
di sini dinamika hukum harus dapat mengubah struktur masyarakat kepada yang lebih baik sebagaimana
seharusnya. Hal tersebut adalah niscaya bagi fungsi hukum itu sendiri, yakni sebagai rekayasa sosial
(social enginering) (Arief, 2017). Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa ijtihad sangat diperlukan
untuk mengatur kehidupan masyarakat kepada maslahat sesuai yang dikehendaki oleh syariat.

Perkembangan hukum wakaf di Indonesia pada masa pra-kemerdekaan pada dasarnya berawal dari
penerapan hukum adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Hukum adat tersebut
berlandaskan pada ketentuan fikih yang dianut oleh para ulama setempat, tanpa adanya campur tangan
atau pengaturan formal dari pemerintah kolonial. Namun, antara tahun 1903 hingga 1935, pemerintah
Belanda mulai mengeluarkan empat surat edaran Sekretaris Pemerintah (Circulaires van de
Gouvernements Secretaris) yang ditujukan kepada para pejabat pribumi. Langkah ini menjadi titik awal
perubahan dari sistem wakaf yang sebelumnya tidak memiliki dasar administratif menuju bentuk hukum
yang lebih teratur, hingga akhirnya diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang
Perwakafan Tanah Milik. Pengaturan mengenai wakaf benda tidak bergerak kemudian berlanjut dan
mengalami penyempurnaan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan
Kompilasi Hukum Islam pada 10 Juni 1991, yang kemudian dipertegas secara komprehensif dalam
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang diundangkan pada 27 Oktober 2004, serta
diperinci lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang ditetapkan pada 15 Desember 2006.(Susanto, 2016)

Seiring dengan perkembangan hukum figih wakaf di Indonesia yang telah mewujud menjadi hukum
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positif, ini menjadi angin segar bagi pembaruan hukum Islam di era kontemporer. Namun, yang menjadi
pertanyaan adalah sejauh mana kebijakan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan dan
peraturan yang setara dengan undang-undang sesuai dengan tradisi keilmuan Islam itu sendiri. Di sini lah
akhirnya penulis hendak menguji sejauh mana kaidah-kaidah hukum Islam menjiwai hukum positif yang
berlaku. Lebih khususnya, di sini penulis akan menggunakan qowa’id fighiyyah sebagai landasan teoretis
untuk meninjau apakah dinamika perubahan hukum wakaf di Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan
dan kehendak hukum figih Islam.

1.2 Landasan Teori

1. 2.1 Definisi Wakaf

Wakaf secara etimologis berasal dari bahasa arab yaitu mashdar “waqf” “waqofa-yaqifu” (<2 -—ads)
yang bermakna berhenti. Ini masih semakna dengan kata “al-habsu” (u«~J). Yang bermakna menahan.
Sedangkan secara terminologis, wakaf berarti menahan harta benda (al-‘ain) yang dapat dimanfaatkan
dengan menjaga pokok harta dan mendistribusikan manfaatnya (al-manfa’ah) kepada pihak yang
diperbolehkan menerimanya.

Definisi wakaf menurut mazhab yang empat berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Sehingga dari
perbedaan definisi tersebut berimplikasi pada perbedaan turunan hukum wakaf itu sendiri. Definisi wakaf
menurut ahli fikih adalah sebagai berikut:

a. Menurut Imam Hanafi, wakaf didefinisikan sebagai:

o)l A e padlls sy eany Slo sl ol El e dadialls Gaaill 5 sl gl ella e cpall s

“Menahan suatu komoditas (aset) dengan tetap pada kepemilikan orang yang mewakafkan dan
mendistribusikan manfaatnya untuk fugara atau kepentingan kebaikan lain yang statusnya sama seperti
harta ‘ariyah (pinjaman)” (Abdulla Faroog lbrahim, 2021).

Dari definisi tersebut, hukum wakaf dalam mazhab hanafi berimplikasi pada tertahannya benda yang
diwakafkan untuk digunakan manfaatnya (al-manfa’ah) tanpa terlepasnya status kepemilikan. Akibatnya,
harta yang diwakafkan bisa ditarik kembali sewaktu-waktu oleh wakif. Juga dapat berubah status menjadi
warisan untuk keturunan wakif jika ia meninggal.

b. Menurut Mazhab Maliki, sebagaimana yang didefinisikan oleh Imam Ad-Dardiri, wakaf adalah:

Gunall o) La B2a chipeay (il alle 515 jals o1y o slos daiia Jaa

“Menyerahkannya seorang pemilik aset pada manfaat atas aset yang dimiliki dengan akad sewa atau
transaksi atau menyerahkan capital aset tersebut, seperti dirham (mata uang) kepada orang yang berhak
dengan sighat selama masa waktu yang dikehendakinya”(Al-Amanatul A’mah lil Awqof, 2017).

Implikasi dari definisi tersebut, dalam mazhab maliki, status benda wakaf tidak dilepaskan
kepemilikannya dari wakaf. Hanya saja, wakif tercegah dari melakukan perbuatan hukum yang
mengakibatkan teralihnya kepemilikan benda wakaf4kepada subjek hukum lain. Wakaf dilakukan dengan



mengucapkan sighoh wakaf dengan ketentuan waktu sesuai keinginan wakif. Sehingga, di sini wakaf tidak
boleh disyaratkan sebagai wakaf yang kekal (selamanya).

c.  Menurut Jumhur:

Adapun menurut Jumhur, yakni yang diambil oleh ulama kalangan mazhab hanafiyyah, syafi’iyyah,
dan hanabilah menurut pendapat yang paling shohih.

25 90 zlae (o peas o 438 ) (8 (o puaill adady 4 ol8) ae 40 gAY Sy Jle s

“Wakaf adalah menahan harta untuk digunakan manfaatnya sembari tetap mempertahankan keutuhan
bendanya, dengan menghentikan hak untuk mengalihkan kepemilikannya kepada yang lain, sesuai dengan
tujuan yang dibolehkan syara’ dan nyata (eksis).

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa wakif terhalang untuk mengalihkan kepemilikannya kepada
siapapun meskipun itu adalah ahli waris. Di sini, wakif menyalurkan manfaat hartanya sebagai sedekah
jariyah yang mengikat pada mauquf ‘alaih (yang diberi wakaf). Karena itu dalam mazhab Imam syafi’i,
definisi wakaf adalah: “tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik
Allah, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).

1. 2. 2 Perkembangan Positivisasi Hukum Wakaf di Indonesia

Hukum wakaf di era kontemporer di dunia Islam hidup melalui proses tagnin (positivisasi) untuk
mengakomodir untuk penyesuaian sistem hukum modern, terkhusus di Indonesia. Modernisasi
mengakibatkan positivisme hukum menjadi niscaya dalam penyelenggaraan negara dalam konteks
pembangunan hukum. Ini berpengaruh juga terhadap hukum Islam yang memiliki sifat adaptif terhadap
perubahan zaman. Sehingga, hukum Islam dimungkinkan masuk dalam diskursus sistem hukum nasional.
Positivisasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional merupakan upaya bagaimana nilai-nilai ajaran
Islam dapat diperjuangkan dan ditegakkan dalam hukum nasional secara substantif sehingga dapat
diterima secara universal bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Istilah positivisasi sendiri dalam kajian hukum Islam diistilahkan dengan tagnin (o). Tagnin berasal
dari mashdar gonnana-yugonninu (& - ) yang bermakna proses kodifikasi dan legislasi dalam sebuah
sistem perundang-undangan. la merupakan kata derivatif dari kata ganun (058), yang sebenarnya diserap
dari bahasa romawi, yakni kanon. Seiring perkembangannya istilah tersebut kemudian diserap ke dalam
bahasa Arab yang ditulis dengan sebutan ganun, yang artinya kompilasi, himpunan peraturan atau undang-
undang dan norma.

Kajian mengenai positivisasi hukum Islam di Indonesia dapat dipahami sebagai penelitian tentang
proses pembentukan hukum yang diarahkan untuk membangun sistem hukum nasional sesuai dengan
kepentingan bangsa. Proses ini dimulai dengan penyusunan materi hukum secara komprehensif yang

berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, penyusunan program
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legislasi nasional—termasuk pembaruan peraturan perundang-undangan yang berpijak pada Pancasila dan
UUD 1945—merupakan bagian dari upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang mencerminkan nilai-
nilai kebangsaan dan religius bangsa Indonesia. Dalam kerangka tersebut, nilai-nilai hukum Islam sebagai
refleksi dari keyakinan mayoritas masyarakat memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam
pembangunan hukum nasional.

Dalam hubungannya dengan positivisasi hukum wakaf, ia mengalami dinamika hukum yang
dipengaruhi oleh realitas yang merangkumi kondisi Indonesia, baik dalam konteks politik, sosial, maupun
hukum. Pada mulanya, wakaf di Indonesia diatur oleh hukum Islam yang merujuk pada otoritas ulama
setempat. Ini berjalan seiring dengan masuknya Islam ke Indonesia melalui penetrasi guru sufi pada abad
12 M. Hingga pada abad 14 M pengaruh dakwah para pengembara sufi mulai masuk ke pintu-pintu Istana
di Nusantara. Kemudia untuk menyebarkan Islam di lingkungan istana, para wali tersebut mendirikan
pesantren dan masjid di lingkungan kesultanan. Di sini, wakaf tidak memiliki regulasi secara administratif,
tapi ia adalah hukum yang hidup dalam masyarakat.

Langkah awal pembentukan regulasi hukum wakaf dalam sistem administrasi pemerintahan dapat
ditemukan sejak masa sebelum kemerdekaan. Pada periode tersebut, Pemerintah Kolonial Belanda mulai
menetapkan kebijakan terkait pengaturan wakaf. Antara tahun 1903 hingga 1935, Belanda mengeluarkan
empat surat edaran Sekretaris Pemerintah (Circulaires van de Gouvernements Secretaris) yang ditujukan
kepada para pejabat pribumi di Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

1. Surat Edaran Sekretaris Gubernemen Tanggal 31 Januari 1905 Nomor 435 sebagaimana termuat
dalam Bijblad Nomor 6196 Tahun 1905 tentang Toezicht Op Den Bouw Van Mohammedaansche
Bedehuizen

2. Surat Edaran Sekretaris Gubernemen Tanggal 4 Juni 1931 Nomor 1631/A sebagaimana termuat
dalam Bijblad Nomor 12573 Tahun 1931 tentang Toezicht Van De Regeering Op Mohammedaansche,
Bedehuizen Vrijdagdiensten En Wagfs.

3. Surat Edaran Sekretaris Gubernemen Tanggal 24 Desember 1934 Nomor 3088/A sebagaimana
termuat dalam Bijblad Nomor 12573 Tahun 1934 tentang Toezicht Van De Regeering Op
Mohammedaansche Bedehuizen, Vrijdagdiensten En Wagfs.

4. Surat Edaran Sekretaris Gubernemen Tanggal 27 Mei 1935 Nomor 3088/A sebagaimana termuat
dalam Bijblad Nomor 13480 Tahun 1935 tentang Toezicht Van De Regeering Op Mohammedaansche
Bedehuiz en, Vrijdagdiensten En Waqfs.

Dari keempat surat edaran tersebut, terdapat dua hal penting yang dapat diperhatikan. Pertama,
pemerintah kolonial Belanda mulai mengontrol praktik wakaf dengan menetapkan kewajiban pendaftaran
serta mewajibkan izin dari Bupati bagi siapa pun yang hendak mewakafkan hartanya. Kedua, Bupati
diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan wakaf. Pada masa itu,
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pengaturan hukum wakaf secara umum terbatas pada aspek kewenangan, prosedur perizinan, pendaftaran
tanah wakaf, dan urusan administratif lainnya. Pencatatan wakaf dilakukan agar pelaksanaannya tidak
bertentangan dengan kepentingan pemerintahan kolonial.

Memasuki masa setelah kemerdekaan, regulasi wakaf di Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan
sejumlah peraturan yang diterbitkan antara tahun 1945 hingga 1977. Setelah Indonesia merdeka,
pengaturan mengenai wakaf mengalami perkembangan yang lebih baik. Tepat lima bulan setelah
proklamasi kemerdekaan, yakni pada 3 Januari 1946, dibentuklah Kementerian Agama melalui Penetapan
Presiden RI Nomor 1/SD/1946. Sejak saat itu, urusan wakaf menjadi bagian dari tanggung jawab
Kementerian Agama sesuai dengan tugas pokoknya. Pada periode ini, penguatan hukum wakaf dilakukan
melalui beberapa kebijakan, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1950
serta berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 9 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun
1952.

2. Surat Edaran Jawatan Urusan Agama Nomor 5/D/1956 tentang Prosedur Perwakafan Tanah.

3. Jawatan Urusan Agama pada tanggal 8 Oktober 1956 mengeluarkan Surat Edaran Nomor 5/D/1956
tentang Prosedur Perwakafan Tanah.

Perhatian Pemerintah Republik Indonesia terhadap perlindungan tanah wakaf terus meningkat hingga
dicantumkan secara tertulis dalam Undang- Undang Rl Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok Agraria (UUPA). Secara rinci, UUPA mengandung konsiderans yang menyatakan bahwa perlu
adanya hukum agraria nasional yang berdasarkan pada hukum adat tentang tanah, yang menjamin
kepastian hukum, dan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada agama. Ini kemudian diperkuat
dalam UUPA yang tertuang dalam Pasal 5 UUPA. Dalam hal ini, wakaf sebagai instrumen filantropi Islam
menemukan landasan hukum positifnya dengan adanya hukum agraria nasional. Ini tertuang sebagaimana
diatur di dalam UUPA yang memuat tentang kemungkinan penyediaan, peruntukan dan penggunaan bumi,
air dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk keperluan - keperluan
peribadatan, sosial keagamaan atau keperluan - keperluan suci lainnya. Hal tersebut sebagaimna tertuang
dalam Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b UUPA. (Susanto, 2016)

Selanjutnya, upaya perlindungan terhadap aset wakaf diperkuat melalui penerbitan Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Regulasi ini menjadi langkah penting
dalam penertiban administrasi wakaf, khususnya dalam proses sertifikasi tanah yang telah diikrarkan
sebagai harta wakaf. Perkembangan tersebut berlanjut dengan semakin kokohnya kedudukan wakaf
setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik pada
tanggal 17 Mei 1977.

Terbitnya PP tersebut menandai tonggak baru dalam sistem pengelolaan wakaf di Indonesia, karena
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tidak hanya mengatur aspek substansi dan teknis perwakafan, tetapi juga memberikan dasar hukum yang
jelas bagi diperbolehkannya pertukaran harta wakaf dengan syarat memperoleh izin dari Menteri Agama.
Sejak diberlakukannya regulasi ini, para pengelola wakaf mulai menunjukkan sikap yang lebih selektif
terhadap penerimaan harta wakaf, dengan mempertimbangkan prinsip kemanfaatan serta efektivitas
pemanfaatan aset wakaf sesuai tujuan dan nilai-nilai yang mendasarinya. (Susanto, 2016)

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 17 ayat (2), diterbitkanlah berbagai macam peratur perwakafan,
diantaranya sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 Tentang

Tata Cara Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik.

2. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1992

tentang Biaya Pendaftaran Tanah.

4. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor

Kep/D/75/1978 tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-peraturan tentang Perwakafan
Tanah Milik.

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978 tentang pendelegasian wewenang kepada
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/ setingkat di seluruh Indonesia untuk
mengangkat/memberhentikan setiap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pegawai Pencatat
Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 326 Tahun 1989 tentang Pembentukan Tim Koordinasi
Penertiban Tanah Wakaf Seluruh Indonesia Tingkat Pusat.

7. Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri
Agama No. 73 Tahun 1978.

8. Surat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) 38 dan Urusan Haji
No. D 11/5/Ed/14/1980 tanggal 25 Juni 1980 tentang Pemakaian Bea Materai.

9. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D 11/5/Ed/07/1981 tanggal 17 Februari 1981 kepada
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia.

10. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D 11/5/Ed/11/1981 tanggal 16 April tentang
Petunjuk Pemberian Nomor pada formulir perwakafan Tanah Milik.

Regulasi pada masa ini hanya mengatur tentang tata cara perwakafan tanah milik, tidak mengatur harta
benda wakaf lainnya. Pengaturan wakaf pada masa ini melihat tentang pentingnya pengaturan tentang
tanah wakaf dalam hal peruntukkannya bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Baik tanah wakaf
itu sebagai tempat peribadatan, tempat pendidikan, tempat sosial, pertanian, perdagangan dan lain-lain.

8



Namun, perjalanannya waktu, efektifitasnya penertiban wakaf belum dirasakan. Oleh karena itu, pada
tanggal 30 November dikeluarkan Instruksi Bersama menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 4 Tahun 1990 dan Nomor 24 Tahun 1990 Tentang Sertifikat Tanah Wakaf.

Tahapan berikut dalam perkembangan hukum wakaf ditandai dengan diterbitkannya Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).Meskipun bukan termasuk hukum positif,
tapi ia adalah kebijakan yang menandai perubahan hukum positif wakaf di era berikutnya dengan
signifikan. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan kepastian hukum dan penyatuan pedoman
hukum di lingkungan peradilan agama agar tidak terjadi perbedaan penerapan (disparitas) hukum akibat
beragamnya pandangan para ulama. Untuk mendukung pelaksanaannya, diterbitkan Surat Keputusan
Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991, yang menginstruksikan seluruh instansi di
bawah Departemen Agama, termasuk peradilan agama, untuk menyosialisasikan dan menerapkan KHI
secara luas. Penyusunan KHI pada dasarnya merupakan kelanjutan dan pengembangan dari prinsip-prinsip
pembaruan yang sebelumnya telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang
Perwakafan Tanah Milik. Kedua regulasi tersebut memiliki arah yang sama, yakni mewujudkan unifikasi
mazhab dan hukum Islam di Indonesia agar lebih terkoordinasi dalam satu sistem hukum nasional.

Dengan lahirnya KHI, hukum wakaf menjadi lebih adaptif dan mengalami perkembangan yang
signifikan. Hal ini tampak dari beberapa perbedaan mendasar antara ketentuan wakaf dalam KHI dan yang
terdapat dalam PP Nomor 28 Tahun 1977. Misalnya, jika dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 hanya dikenal
dua subjek wakif—yaitu perseorangan dan badan hukum—maka dalam KHI ditambahkan satu kategori
baru, yakni kelompok orang atau komunitas. Selain itu, definisi wakaf dalam KHI lebih luas cakupannya
dibandingkan PP Nomor 28 Tahun 1977, yang masih terbatas pada wakaf tanah hak milik, sesuai dengan
konteks lahirnya PP tersebut yang berlandaskan amanat Undang-Undang Pokok Agraria Tahun
1960.Beberapa aspek dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengalami perluasan, termasuk mengenai
objek wakaf, pengelola (nazir), dan hal-hal lainnya. Walaupun telah terdapat sejumlah regulasi terkait
wakaf, dari segi administrasi, pelaksanaan wakaf di Indonesia memang menunjukkan kemajuan, terlihat
dari banyaknya tanah wakaf yang telah memperoleh sertifikat. Namun demikian, peningkatan tersebut
belum secara signifikan berdampak pada kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu,
dalam menyikapi dinamika perkembangan hukum wakaf, Kementerian Agama RI bersama Majelis Ulama
Indonesia dan pihak-pihak terkait lainnya berupaya memperkuat tata kelola wakaf. Langkah-langkah yang
dilakukan antara lain adalah memberikan edukasi hukum wakaf kepada masyarakat, menyusun Rancangan
Undang-Undang (RUU) wakaf yang relevan dengan perkembangan zaman, serta membentuk Badan
Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga nasional yang bertugas mengatur dan mengawasi wakaf secara
profesional dan terstruktur.

Pada masa reformasi, kekuatan politik umat Islam di panggung nasional menguat. Sehingga, hukum
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perwakafan mendapatkan perhatiannya. Ini dibuktikan dengan disahkannya Undang Undang Nomor 41
tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf menjadi tonggak penting dalam upaya pemberdayaan wakaf secara produktif. Regulasi ini memuat
pemahaman yang menyeluruh serta mengusung pendekatan manajerial modern dalam mengelola potensi
wakaf. Dalam undang-undang tersebut, cakupan wakaf diperluas secara signifikan, meliputi baik harta
tidak bergerak maupun harta bergerak, termasuk wakaf uang. Penggunaan wakaf tidak lagi terbatas pada
pembangunan tempat ibadah atau kegiatan sosial keagamaan, melainkan mencakup berbagai bidang yang
lebih luas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam waktu yang relatif singkat diterbitkan Lima Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Bank-
bank sebagai Lembaga Keuangan Syariah. Penerima Wakaf Uang tahun 2008 dan Peraturan Menteri
Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf Uang. Dengan demikian, perkembangan wakaf
benda bergerak khususnya berupa uang pasca diundangkannya undang-undang wakaf menunjukkan
tahapan linear yang sangat jelas, cepat, dan komprehensif, baik yang berkenaan dengan aturan maupun
kelembagaan

1.2.3 Pengertian Qowa’id Fighiyyah

Al-Qawa’id adalah jamak dari ga idah (kaidah). Para ulama mengartikan ga idah secara etimologis dan
terminologis. Dalam arti bahasa, ga idah bermakna asas, dasar, dan fondasi, baik dalam arti yang konkret
maupun makna yang abstrak, seperti qawa’id al-bait yang artinya fondasi rumah, gawa ’id al-din, artinya
dasar-dasar agama, gawa 'id al-ilm, artinya kaidah-kaidah ilmu.

Menurut Abu Zuhroh, Qowa’id Fighiyyah adalah:

lgaads 215 8 I o 06 ol ol o Y1 e i

“Kumpulan hukum yang serupa yang kembali kepada analogi yang mengumpulkannya”

Sedangkan al-Jurjani mendefnisikan kaidah fikih dengan:

& 354 ghen e s Ak Bt

“Ketetapan kulli yang mencakup seluruh bagiannya”

Imam Tajuddin al-Subki mendefnisikan kaidah sebagai:

e LeHBAT 268 53K 54 e (3 ool L0 2

“Kaidah adalah suatu yang bersifat general yang meliputi bagian yang banyak sekali, yang bisa
dipahami hukum bagian hukum tersebut dengan kaidah tadi”

Sedangkan Imam al-Suyuthi di dalam al-Asybah wa al-Nadhair mendefnisikan kaidah sebagai:

"Hukum kulli yang meliputi bagian-bagiannya”

Menurut Musthafa Ahmad al-Zarga sebagai berikut:
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Dari defnisi di atas, jelas bahwa kaidah itu bersifat menyeluruh yang meliputi bagian-bagiannya dalam
arti bisa diterapkan kepada juz iyyah-nya (bagian-bagiannya).

1. 2. 4 Urgensi Qo’idah Fighiyyah dalam Positivisasi Hukum Islam

Qo’idah fighiyyah memainkan peranan penting bagi perkembangan hukum Islam. la merupakan asas-
asas hukum Islam yang digunakan oleh ahli fikih untuk diterapkan ke dalil-dalil partikular sehingga
menghasilkan hukum syara’ yang berhubungan dengan perbuatan manusia secara terperinci. Kaidah-
kaidah fikih sering digunakan di dalam tatbig al-ahkam, yaitu penerapan hukum atas kasus-kasus yang
timbul di dalam bidang kehidupan manusia.

1. 2. 5 Macam-macam Qo’idah Fighiyyah

Qua’idah-qa’idah yang dibentuk para ulama pada dasarnya berpangkal dan menginduk kepada lima
qa’idah pokok. Kelima ga 'idah pokok inilah yang melahirkan bermacam-macam ga ’idah yang bersifat
furu’. Sebagian ulama menyebut kelima kaidah pokok tersebut dengan istilah al-gawa ’id al-khamsah
(ga’idah-qga’idah yang lima). Kelima kaidah pokok tersebut ialah :

1. Al-Umuru bi Magoshidhiha (s>=a; 3231)

Kaidah ini berarti “Setiap perkara bergantung pada tujuannya.” Kata al-umir merupakan bentuk
jamak dari al-amr yang mencakup segala tindakan, ucapan, dan perilaku manusia. Dengan demikian,
kaidah ini menegaskan bahwa penetapan hukum atas suatu perbuatan atau perkataan yang dilakukan oleh
subjek hukum (mukallaf) sangat bergantung pada maksud dan tujuan di balik perbuatan tersebut. Prinsip
ini menjadi dasar penilaian terhadap setiap tindakan yang memiliki konsekuensi hukum dalam syariat
Islam. Artinya, setiap perbuatan manusia, baik berupa ucapan maupun tindakan, dinilai berdasarkan
niatnya. Untuk memahami niat tersebut, perlu ditelusuri melalui berbagai indikasi atau garinah yang
menunjukkan maksud sebenarnya dari pelaku.

2. Al-Yaginu Laa Yazaalu Bissyak (<l J1 ¥ ()

Makna dari kaidah ini adalah “Keyakinan tidak dapat dihapus dengan keraguan.” Secara bahasa, al-
yagqin berarti pengetahuan yang pasti tanpa sedikit pun keraguan. Dalam istilah fikih, sebagaimana
dijelaskan oleh Ali Ahmad al-Nawawi dalam al-Qawa ‘id al-Fighiyyah, keyakinan adalah tetap berpegang
pada sesuatu yang telah diyakini sejak semula hingga terbukti sebaliknya. Sebagian besar hukum fikih
berlandaskan pada kaidah ini, karena prinsipnya memberikan kemudahan dan menghindarkan umat dari
kesulitan yang muncul akibat keraguan. Dengan demikian, kaidah ini berfungsi untuk meringankan beban
hukum serta menjaga ketenangan dalam menjalankan ibadah dan menegakkan keadilan.

3. Al-Masyaqqotu Tajlibut Taysir (Ll L5 85l

Kaidah ini bermakna “Kesulitan membawa kemudahan.” Kata al-masyaqqgah berarti kesulitan atau
beban berat, sedangkan at-zaysir berarti kemudahan atau keringanan. Kaidah ini menegaskan bahwa setiap

11



bentuk kesulitan yang dihadapi manusia dalam menjalankan kewajiban agama menjadi alasan untuk
diberikan keringanan hukum (rukhsah). Kesulitan yang dimaksud di sini mencakup kondisi seperti sakit,
perjalanan jauh, ancaman bahaya, bencana, kelupaan, atau kehilangan akal. Dengan adanya kaidah ini,
syariat Islam menunjukkan fleksibilitasnya dalam memberikan kemudahan sesuai dengan kondisi dan
kemampuan mukallaf.

4. Ad-Dhoror Yuzaalu (J!3 )<l

Makna kaidah ini adalah “Kemudaratan harus dihilangkan.” Prinsip ini bertujuan untuk mewujudkan
kemaslahatan dengan menolak segala bentuk kerusakan atau bahaya, bahkan jika berasal dari hal yang
semula dianggap bermanfaat. Kaidah ini merupakan salah satu asas paling penting dalam fikih Islam,
karena banyak persoalan hukum kembali pada prinsip ini. Dalam konteks ini, dharirah (keadaan darurat)
adalah kondisi yang mengancam keberlangsungan hidup manusia—~baik terhadap agama, jiwa, keturunan,
harta, maupun kehormatan—sehingga membutuhkan penyelesaian segera. Adapun masyaqqgah (kesulitan
ringan) muncul akibat pelaksanaan suatu perbuatan dan menjadi dasar bagi diberikannya keringanan
(rukhsah), sementara dharirah dapat menyebabkan gugurnya hukum secara sementara demi menghindari
kerusakan yang lebih besar.

5. Al’Adah Muhakkamah (3852 8321

Kaidah ini bermakna: “Adat kebiasaan itu menjadi hukum”. Secara bahasa al-adat berarti yang
berulang-ulang, sedangkan secara istilah, adat adalah perilaku yang sesuai dengan tabiat suatu masyarakat
tertentu dan berlaku secara terus-menerus dalam praktik kehidupan tanpa adanya penolakan. Kaidah ini
mengisyaratkan adat dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam ketika nash tidak ada.
Adat atau ‘urf berbentuk umum dapat berlaku dari masa sahabat hingga masa kini yang diterima oleh para
mujtahid dan mereka beramal dengannya. Sementara ‘urf khusus hanya berlaku pada lingkungan
masyarakat tertentu yang terkait dengan ‘urf itu (Duski Ibrahim, 2009).

Selain lima qo’idah fighiyyah yang pokok di atas, sebenarnya terdapat qo’idah fighiyyah lain yang
disebut dengan qo’idah fighiyyah cabang (furu’) yang jumlahnya sangat banyak yang tidak mungkin diurai
satu per satu di tulisan ini. Qo’idah fighiyyah cabang tersebut lahir sebagai turunan dari qo’idah fighiyyah
pokok yang lima. Selain itu, ada juga qo’idah fighiyyah populer di kalangan ulama. Al-Suyuthi dalam
bukunya al-Asbah wa la-Nazhair mengemukakan ada empat puluh kaidah figh yang populer tersebut.
Melalui keempat puluh kaidah figh ini lahir banyak kaidah figh lainnya.

2. METODE
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan historis-

normatif. Ini bertujuan agar dapat mendeskripsikan secara tepat pembacaan hukum positif yang
menyangkut dinamika hukum wakaf dalam sistem hukum nasional. Dengan jenis penelitian demikian,
bahan-bahan kebijakan hukum yang mencakup peraturan-peraturan, kebijakan, dan hukum positif wakaf

diklasifikasikan secara sistematis-logis, menurut periodisasi waktu terbitnya peraturan dan kebijakan
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dikeluarkan. Setelah itu, perubahan dan perkembangan bahan-bahan kebijakan hukum tersebut dianalisis
dalam rangka Kesesuaiannya antara hasil temuannya dengan asas-asas hukum Islam dalam konteks
gowa’id fighiyyah. Hal tersebut juga melibatkan pembacaan literatur lain yang berkaitan dengan data-
data historis-empiris sebagai argumentasi tambahan untuk menjelaskan relasi antara das sollen dengan
das sein dalam kaitannya dengan sejauh mana dampak penerapan kebijakan hukum wakaf terkait (Arfa
& Marpaung, 2018).

Bahan kajian penelitian ini menggunakan sumber sekunder berupa dokumen dalam bentuk bahan-
bahan kebijakan yang berkaitan dengan hukum positif wakaf di Indonesia. Terutama bahan-bahan
tersebut ditemukan di website www.bwi.go.id, https://peraturan.bpk.go.id/, maupun literaur lain yang
relevan. Adapun Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara library research (studi kepustakaan).
Dalam hal ini, penulis melakukan inventarisasi hukum positif. Inventarisasi hukum positif dalam konteks
ini adalah pengumpulan data tentang hukum-hukum Islam yang telah diratifikasi menjadi hukum positif.
Aktivitas inventarisasi hukum positif melalui proses identifikasi yang kritis dan analitis (terutama pada
judul bahan kebijakan sebagai langkah utama pengumpulan data), selanjutnya melalui proses klasifikasi
yang logis-sistematis. Pengumpulan data juga melibatkan proses selektif terhadap tinjauan bahan
kebijakan agar tetap relevan sesuai dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan dengan metode
analisis data kualitatif. Dengan teknik analisis menggunakan metode normatif analitis yang menyasar
objek penelitian berupa bahan-bahan kebijakan hukum positif wakaf yang telah disusun melalui proses
inventarisasi hukum positif dengan klasifikasi yang logis-sistematis yang pada gilirannya diinterpretasi
secara deskriptif kualitatif. Berikut adalah tabel analisis data penelitian yang akan dibahas selanjutnya
pada bab hasil dan pembahasan:

Bahan Kebijakan Per- .
No Periode Pertanyaan Tujuan Pertanyaan
1. Kebijakan wakaf seperti apa Mendapatkan Gambaran
yang diatur dalam periode ini General
2.Qo'idah Fighiyyah apa yang Menjelaskan norma-norma
1 Regulasi Hukum Wakaf mendukung Kebijakan dalam yang sesuai dengan qo'idah
Era Pra-Kemerdekaan periode ini? fighiyyah
3. Apa kontribusi dan dampak Memberllfan bukti empiris
L " sebagai penguat bagi
signifikan dalam kebijakan ol i qo'idah
eriode ini? implementasi qo'ida
P ' fighiyyah yang berlaku
1. Kebijakan wakaf seperti apa Mendapatkan Gambaran
. yang diatur dalam periode ini General
2 Regulasi Hukum Wakaf 2.Qo'idah Fighiyyah apa yang Menjelaskan norma-norma
Pasca Kemerdekaan 7. -
mendukung Kebijakan dalam yang mengandung qo'idah
periode ini? fighiyyah
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3. Apa kontribusi dan dampak
signifikan dalam kebijakan
periode ini?

Memberikan bukti empiris
sebagai penguat bagi
implementasi qo'idah

Regulasi Hukum Wakaf

fighiyyah yang berlaku
1. Kebijakan wakaf seperti apa Mendapatkan Gambaran
yang diatur dalam periode ini General

2.Qo'idah Fighiyyah apa yang
mendukung Kebijakan dalam
periode ini?

Menjelaskan norma-norma
yang mengandung go'idah
fighiyyah

3 Era Reformasi-Sekarang
3. Apa kontribusi dan dampak Mesr;lg:rg?aneguﬁgtel:)rzpilrls
signifikan dalam kebijakan implgmeeltasgi qo'idzgh
iode ini?
periode ini? fighiyyah yang berlaku
3.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1  Regulasi Hukum Wakaf Era Pra-Kemerdekaan

Wakaf pada masa pra kemerdekaan berfokus pada hukum Islam secara adat. Belum ada pencatatan resmi
mengenai regulasi wakaf. Secara garis besar, kebijakan wakaf pra kemerdekaan bersifat konservatif
dengan fokus utama pada tanah wakaf untuk kegiatan keagamaan sosial dan belum berkembang menjadi
instrumen ekonomi yang lebih produktif. Di masa kolonialisme, pencatatan pertama kali secara
administratif dilakukan oleh Belanda melalui surat edaran gubernur yang tersebar di berbagai provinsi
yang berada di bawah jajahan waktu itu pada tahun 1903 sampai 1935. Pada rentang waktu tersebut
Belanda mengeluarkan empat surat edaran Sekretaris (Circulaires van de Gouvernements Secretaris)

kepada pemimpin Indonesia secara berangsur-angsur.

Sebelum kemerdekaan, praktek wakaf di nusantara sudah ada bahkan dapat dilacak dalam praktek budaya
adat nusantara non Islam. Misalnya, jika pada zaman Hindu-Buddha di Jawa, dikenal konsep Sima dan
Dharma yang mirip dengan wakaf. Sima sendiri merupakan hutan yang diberikan oleh raja kepada
seseorang atau kelompok orang untuk diambil hasilnya. Jadi, orang tersebut punya hak untuk mengelola
dan kewajiban untuk menjaga dan mengembangkan. Adapun di luar Jawa, ada temuan lain yang dapat
dilacak dari penelitian Koesoema Atmadja dalam disertasinya yang berjudul Mohammadeansche Vrome
Stichtings di Leiden pada tahun 1922. Dalam disertasinya, ia menemukan lembaga wakaf sebelum
kedatangan Islam, antara lain: pertama, Huma Serang. Ini dikenal oleh satu suku di daerah Cibeo, Banten
Selatan. Huma adalah ladang-ladang tiap tahun dikerjakan secara bersama dan hasilnya dipergunakan
untuk kepentingan bersama. Kedua, Tanah Pareman. Tanah Pareman merupakan tanah negara yang
dibebaskan dari pajak landrente yang kemudian selanjutnya diserahkan kepada desa-desa, subak, juga
kepada candi untuk digunakan bagi kepentingan bersama. Ketiga, di pulau Bali ada juga lembaga yang
hamper mirip dengan institusi wakaf. Lembaga ini mengurusi tanah dan harta benda lain seperti benda
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benda perhiasan—untuk upacara adat dan pesta—yang menjadi milik candi atau dewa-dewa yang
diyakini mereka tinggal di sana. Benda-benda tersebut hanya boleh dimanfaatkan, tidak boleh dimiliki
dan juga tidak boleh diperjualbelikan (M. Cholil Nafis, 2014).

Dari penemuan tersebut, dapat dikatakan bahwa praktek yang menyerupai wakaf telah ada melalui tradisi
masyarakat adat. Keserupaan itu dilihat dari prakteknya, yang jika dilihat dari aspek hukum praktek
tersebut dapat didefinisikan sebagai perbuatan hukum dengan cara memberikan harta benda kepada orang
atau lembaga lain yang digunakan untuk kepentingan khusus atau umum, baik kepentingan orang tertentu
atau kepentingan masyarakat umum. Hal tersebut menjadikannya mirip dengan konsep wakaf yang ada di
dalam Islam. Hanya, yang menjadikannya berbeda adalah aspek teologis yang melandasinya.

Adapun di zaman awal mula masuknya Islam di nusantara, praktek wakaf memiliki peranan signifikan
seiring berkembangnya kerajaan Islam di nusantara, antara lain: di Aceh, Demak, Malaka, Ternate, serta
Cirebon. Hal tersebut terjadi sekitar abad 14-15 M. Di Jawa, peranan walisongo dalam menyebarkan Islam
cukup erat dengan caranya menggunakan wakaf. Mereka menggunakan wakaf untuk mendirikan masjid

dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Masa-masa setelahnya, yakni pada masa kolonialisme, Belanda menetapkan asas Domein Verklaring. Asas
tersebut memiliki akibat hukum bahwa semua tanah yang tidak bisa dibuktikan sebagai eigendom (milik)
seseorang, adalah tanah negara. Asas tersebut terkandung dalam Agrarisch Wet tahun 1870 dan lebih
dipertegas dalam Agrarisch Besluit 1870. Nampak pada kebijakan tersebut memiliki paradigma
positivisme yang sangat kuat, di mana sebuah pembuktian kepemilikan harus didasarkan pada prosedur
tertentu meski mencederai nilai keadilan. Kebijakan tersebut dinilai sangat merugikan bagi hukum adat,
yang inheren di dalamnya praktek wakaf umat Islam. Hukum tersebut berakibat pada pemberian
pengakuan hak individu pada tanah garapan yang memiliki sertifikat, sedangkan tanah adat yang
kepemilikannya melalui mekanisme tradisi turun temurun dapat dengan mudah dirampas negara, dalam
hal ini pemerintah kolonial, karena tidak bisa membuktikan kepemilikannya. Politik hukum kolonial
demikian pada akhirnya menguntungkan pihak Belanda di nusantara. Sebab, tanah adat yang sebelumnya
dimiliki oleh masyarakat adat akhirnya dapat dipindahkan kepemilikannya kepada investor asing yang

akan menyewa tanahnya sekaligus menggunakan tenaga penduduk tanah terjajah.

Secara tak langsung, tanah wakaf umat Islam terkena imbas akibat hukum kolonial tersebut. Tak sedikit
tanah wakaf yang ada pada masa itu dirampas oleh negara. Hal tersebut memicu reaksi negatif di kalangan
umat Islam. Dibalik proses birokratisasi, pemerintah kolonial Belanda dinilai mengintervensi agama
melalui instrumen kebijakan. Hal tersebut dianggap melanggar hak asasi manusia di mana seharusnya
agama masuk ke ruang privat yang tidak perlu intervensi dari negara. Pada akhirnya Belanda menerbitkan

Surat Edaran Sekretaris Gubernemen Pertama No. 435 sebagaimana termuat dalam Bijblad 1905 Nomor
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6196 tentang Toezict opden bouw van Mohammedaansche bedenhuizen. Surat Edaran ini mengharuskan
para Bupati untuk membuat daftar rumah-rumah ibadah umat Islam. Surat edaran tersebut bagi pemerintah
kolonial untuk menegaskan kepada umat Islam, bahwa mereka tidak ada maksud untuk mengintervensi
agama. Mereka ingin menunjukkan bahwa kebijakan tersebut hanya untuk kepentingan tertib administrasi.
Namun, hal tersebut tidak meredam reaksi negatif umat Islam pada waktu itu.

Salah satu poin yang membuat reaksi negatif umat Islam ialah keharusan melakukan izin wakaf kepada
Bupati sebelum ikrar wakaf. Hal tersebut dinilai menghambat praktek wakaf karena birokrasi yang
menyulitkan. Selain adanya kecurigaan bahwa tata birokrasi tersebut memiliki kepentingan bagi
pemerintah kolonial Belanda. Dalam hal ini, jika izin wakaf peruntukannya merugikan pemerintah
kolonial Belanda, maka akan terhambat. Hal tersebut diperkuat dengan terbitnya Surat Edaran pada tahun
1931. Lebih tepatnya yaitu Surat Edaran Sekretaris Gubernemen tanggal 4 Juni 1931 No. 1361/A,
sebagaimana termuat di dalam Bijblad 1931 No. 125/3, tentang Toezich Van de Regeering op
Mohammedaansche Bedehuizen, Vrijdagdiensten en Wakafs.

Dalam Surat Edaran tersebut, dilakukan beberapa penyesuaian terhadap ketentuan yang tercantum dalam
Bijblad Nomor 6196. Surat Edaran ini menekankan pentingnya memperhatikan Bijblad Tahun 1905
Nomor 6169 secara sungguh-sungguh, serta memerintahkan para Bupati untuk mencatat dan membuat
daftar bangunan ibadah yang ada, baik ditinjau dari aspek penggunaannya—apakah berfungsi sebagai
tempat pelaksanaan salat Jumat atau tidak—maupun dari aspek status tanahnya, apakah berasal dari tanah
wakaf atau bukan. Adapun pemberian wakaf tanah yang diperuntukkan bagi keperluan ibadah tetap
diwajibkan memperoleh izin dari Bupati. Meskipun surat edaran ini memuat beberapa perubahan, respons
dari kalangan umat Islam tetap menunjukkan penolakan, karena mereka beranggapan bahwa wakaf
merupakan urusan hukum privat. Namun demikian, keberatan umat Islam terhadap kewajiban memperoleh
izin Bupati dalam pelaksanaan ikrar wakaf tidak mendapatkan perhatian yang memadai dari pihak

pemerintah kolonial.

Nampaknya, dari sini pemerintah kolonial Belanda berusaha menertibkan administrasi tanah wakaf
terlepas politik hukum yang mendasarinya. Meski demikian, umat Islam tetap memandang bahwa hal
tersebut termasuk upaya pemerintah kolonial Belanda mengintervensi umat beragama. Mereka
menganggap bahwa wakaf adalah pernisahan harta benda dari pemiliknya dan ditarik dari peredaran, hal
ini termasuk dalam hukum privat. Oleh karena itu, dalam pandangan umat Islam pada saat itu legitimasi
wakaf tidak perlu ada intervensi pemerintah. Apalagi harus ada izin dari Bupati atas di bawah birokrasi

kolonial Belanda.

Pendirian pemerintah kolonial Belanda luluh karena desakan berbagai elemen masyarakat umat Islam.

Akhirnya, pemerintah kolonial Belanda menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Gubernemen Nomor 1273/A
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termuat dalam Bijblad No. 13480 tahun 1935 tentang Toezict van de Regering op Mohammedaansche
bedehuizen Vrijdagdiensten en Wakafs. Dalam kebijakan terakhir pra-kemerdekaan tersebut, wakaf tidak
lagi mengharuskan izin kepada bupati setempat. Fungsi bupati hanya sekadar mempertimbangkan dan
melakukan crosscheck, apakah ada peraturan-peraturan umum yang menghalangi pelaksanaan tujuan
wakaf.

Selanjutnya, tanah-tanah wakaf tersebut didaftarkan oleh Kepala Raad Agama atas perintah Bupati
kemudian diberitahukan kepada asisten Wedana, kemudian asisten Wedana wajib melaporkan kepada
Kepala Kantor Landrente (Kepala Agraria). Surat Edaran yang terbit terakhir di era kolonialisme Belanda
tersebut pada akhirnya yang paling diterima oleh masyarakat luas. Selain itu, aturan administrasi
perwakafan dalam edaran ini lebih tertata rapi, karena didalamnya memuat prosedur mekanisme

perwakafan tanah.

Dari realitas tersebut dapat disimpulkan bahwa praktek wakaf umat Islam pada saat itu jika dilihat dari
perspektif sistem hukum barat merupakan upaya birokratisasi hukum adat, dalam hal ini hukum syari’at
Islam yang hidup di masyarakat. Mengacu pada teori hukum teori “receptio in complexu”, yakni teori
yang menyatakan bahwa hukum agama, khususnya hukum Islam, diterima dan diberlakukan secara
keseluruhan oleh masyarakat yang memeluk agama tersebut. Teori ini diperkenalkan oleh Prof. Mr.
Lodewijk Willem Christian van den Berg dan Mr. Salomon Keyzer . Inti dari teori ini adalah bahwa ketika
suatu masyarakat memeluk agama Islam, maka hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut secara
otomatis menjadi hukum Islam secara menyeluruh tanpa pengecualian. Dengan kata lain, seseorang yang
memeluk agama Islam dianggap juga menerima dan tunduk pada seluruh hukum Islam yang dianutnya.
Dari teori tersebut, hukum Islam mendapatkan tempatnya dan keabsahan melakukan positivisasi hukum
maupun birokratisasi dalam sistem hukum nasional. Mengacu pada teori tersebut, ini menunjukan bahwa

hukum Islam memiliki sifat dinamis mampu beradaptasi dengan kebijakan pemerintahan.

Namun, ini menjadi menarik melihat fakta bahwa hukum wakaf tersebut berada di bawah pemerintah
kolonial Belanda. Maka hal tersebut memantik pertanyaan selanjutnya: bagaimana legalitas hukum Islam
yang diatur oleh produk hukum kolonial Belanda, dalam konteks ini adalah hukum wakaf?

Meski mendapat banyak pertentangan dari umat Islam sendiri sebab politik hukum yang berpihak pada
kolonial Belanda, tetapi tertib administrasi wakaf an sich mengenai peraturan tersebut dalam kacamata
hukum Islam masih memungkinkan mendapatkan legalitasnya. Legalitas keberlakuan hukum wakaf
tesebut bisa dirinci dengan dua landasan, pertama landasan hukum Islam, dan kedua adalah landasan

yuridis dalam sistem hukum nasional.

Pertama, dari sisi hukum Islam, legalitas praktek wakaf pada saat di bawah pemerintahan kolonial Belanda
dianggap sah tanpa memperhatikan aturan administrasif. Legalitas sebuah wakaf dilihat dari terpenuhinya
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rukun-rukun wakaf: wakif (orang yang mewakafkan);mauquf (harta yang diwakafkan);mauquf alaih
(penerima manfaat wakaf);sighot (ikrar wakaf), dan syarat-syaratnya. Sehingga dalam pandangan hukum
Islam, syarat-syarat administratif yang diputuskan oleh hukum pemerintah kolonial Belanda tidaklah
menjadi legitimasi sah atau tidaknya sebuah wakaf. Sehingga, ikrar wakaf sudah mencukupi untuk
dikatakan sah tanpa harus mendapatkan izin administratif.

Kedua, dari sisi landasan yuridis. Secara yuridis, pada era pemerintahan kolonialisme sendiri wilayah
nusantara berada di bawah sistem hukum Eropa Kontintental, di mana seluruh masyarakat pribumi tunduk
pada sistem hukum pemerintah kolonial Belanda. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis akibat adanya
asas konkordansi. Akibatnya, hukum adat dan hukum agama yang sejatinya terlebih dahulu ada
dilemahkan. Walau hukum adat dan agama dibiarkan berjalan sebagaimana adanya tetap saja berada dalam
pengawasan pemerintah kolonial. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa hukum adat dan hukum agama yang
merepresentasikan hukum khas nusantara terpaksa tunduk dan harus dipatuhi oleh masyarakat pribumi
pada waktu itu.

Namun, hukum wakaf yang diatur dalam Surat Edaran yang diterbitkan pemerintah kolonial Belanda dari
tahun 1901-1934 merupakan hukum yang legal secara yuridis (pada waktu itu), dan ini sebuah keniscayaan
dengan alasan untuk mengisi kekosongan hukum yang ada. Sebab, belum ada konstitusi yang otentik khas
Indonesia dan sistem hukum nasional yang independen pada saat itu. Sehingga legalitas hukum wakaf
produk kolonial berlaku sepanjang belum ada yang mengaturnya. Legalitas tersebut diafirmasi dan diatur
pasca kemerdekaan dalam pasal II aturan peralihan UUD 1945 yang berbunyi: “Segala badan negara dan
peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang
Dasar ini.” Frasa “pengaturan yang ada” dapat dimaknai dan merujuk pada peraturan perundang-
undangan wakaf yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda. Sedangkan frasa “selama belum
diadakan yang baru” dapat dimaknai dan merujuk pada peraturan perundang-undangan wakaf Indonesia

yang dimungkinkan untuk dibentuk pasca kemerdekaan.

3.1.1 Regulasi Hukum Wakaf Era Pra Kemerdekaan dan Kesesuaiannyanya dengan Qowa’id
Fighiyyah

Dalam hubungannya dengan kesesuaiannya dengan qowa’id fighiyyah, berikut akan dirinci konsekuensi
logis dari perkembangan hukum wakaf di Era Pra Kemerdekaan dengan qo-‘idah fighiyyah mana yang

berkorelasi kuat dan relevan bagi perkembangan hukum wakaf yang ada:

1. Keadaan terpaksa umat Islam untuk tunduk dalam melaksanakaan hukum wakaf produk
pemerintah kolonial Belanda dapat ditinjau dengan go ’idah fighiyyah yang berbunyi: (&l szl
<l shadll =) Ad-Dharurat Tubihul Mahdhurat, yang artinya: “Keadaan darurat membolehkan
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hal-hal yang terlarang.” Dalam pemerintahan (termasuk masa kolonial maupun resmi) yang
mengatur hukum Islam, kaidah ini membolehkan adanya kemudahan dan keringanan (Ibahah)
dalam pelaksanaan hukum selama tidak merusak prinsip syariah. Dalam hal ini, “keadaan terjajah”
merupakan kesulitan yang sulit dihindari (Ad-Darurat). Tunduk secara terpaksa tersebut lahir atas
dilema karena belum ada alternatif lain. Meski jika ditinjau kebijakan tersebut sama sekali tidak
mencerminkan keadilan karena politik hukum yang melatarbelakanginya;

2. Ancaman yang struktural berupa kolonialisme sehingga mengancam nyawa dapat menjadi alasan
untuk tetap mematuhi aturan hukum wakaf pemerintah kolonial Belanda sepanjang tidak merusak
prinsip syariah. Ini bersinggungan dengan qowai’d fighiyyah yang berbunyi: dJ!3 )=l (Ad-
Dhoror Yuzaalu), yang artinya: “kemudhorotan itu dihilangkan”, Abu Bakar al-Jashas,
mengatakan makna Dharar adalah ketakutan seseorang pada bahaya yang mengancam nyawanya
atau sebagian anggota badannya. Menurut al-Dardiri, Dharar ialah menjaga diri dari kematian atau
dari kesusahan yang teramat sangat. Sehingga kaidah ini bersifat komplementer bagi kaidah

sebelumnya untuk lebih menjelaskan.

3.2 Regulasi Hukum Wakaf Pasca Kemerdekaan dan Kesesuaiannyanya dengan Qo’idah

Fighiyyah

3.2.1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(UUPA)

Setelah Indonesia meraih kemerdekaan dari penjajahan Belanda pada 17 Agustus 1945, sejumlah regulasi
terkait hukum wakaf yang merupakan warisan Pemerintah Kolonial Belanda—yakni Bijblad Tahun 1905
Nomor 6196, Bijblad Tahun 1931 Nomor 1253, Bijblad Tahun 1934 Nomor 13390, dan Bijblad Tahun
1935 Nomor 13480—masih tetap diberlakukan. Keberlakuan tersebut berlandaskan pada Pasal Il Aturan
Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “segala badan negara dan peraturan yang

ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”

Pada periode awal-awal kemerdekaan, dinamika praktek wakaf mengalami tantangan yang cukup berat.
Ada pekerjaan rumah yang sangat berat, yakni bagaimana regulasi hukum wakaf di Indonesia diatur dalam
sistem hukum nasional secara kokoh. Di antara tantangannya juga adalah tiadanya payung hukum yang
pasti untuk memberikan kepastian tanah wakaf. Selain itu, tidak adanya administrasi wakaf yang lebih
matang dan detail juga menambah rumit permasalahannya. Sehingga, problem yang muncul adalah
banyaknya tanah wakaf yang disalahgunakan.

Empat tahun setelah kemerdekaan, Presiden Soekarno menetapkan Kementerian Agama untuk menangani
wakaf melalui Peraturan Pemerintan Nomor 33 Tahun 1949 Tentang Susunan Dan Lapang Pekerjaan
Kementerian Agama. Dalam pasal 1 menegaskan bahwa: “Lapang pekerjaan Kementerian Agama terdiri
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atas:” dalam ayat (j): “Menyelidiki, menentukan, mendaftarkan dan mengawasi permeliharaan wakaf-
wakaf;”. Melalui peraturan tersebut, Kementerian Agama (saat itu disebut Departemen Agama)
mendapatkan kewenangannya dalam urusan wakaf umat Islam. Selanjutnya, pada tanggal 22 Desember
1953, Pemerintah Indonesia melalui Departemen Agama mengeluarkan petunjuk-petunjuk mengenai
wakaf, yang selanjutnya perwakafan menjadi wewenang Bagian D (ibadah sosial), Jawatan Urusan
Agama. Tak lama setelahnya, pada tanggal 8 Oktober 1956 Departemen Agama melalui Jawatan Urusan
Agama, mengeluarkan Surat Edaran No. 3/ D / 1.956 tentang wakaf yang bukan milik kemasjidan dan
Surat Edaran No. 5/D/1956 tentang prosedur perwakafan tanah. Edaran ini dimaksudkan sebagai tindak
lanjut dari peraturan-peraturan sebelumnya yang dirasakan belum memberikan kepastian hukum terhadap
wakaf. Namun, peraturan-peraturan yang ada pada saat itu masih belum begitu kuat. Dalam kacamata
hierarki peraturan perundang-undangan juga demikian. Tidak adanya Peraturan Pemerintah dan apalagi
Undang-Undang yang mengatur secara khusus regulasi hukum wakaf , menimbulkan keharusan untuk
merumuskan produk hukum yang dapat memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Dalam kepemimpinan Presiden Ir.Soekarno isu tentang problem tanah dan pemanfaatannya berhembus
dengan sangat kuat. Kepastian hukum atas tanah dan redistribusinya menjadi krusial, bahkan kerapkali isu
tersebut diangkat menjadi agenda politik partai yang ada pada saat itu. Kepastian hukum atas tanah tersebut
juga bersinggungan dengan kepentingan umat Islam sendiri, dalam hal ini regulasi wakaf. Akhirnya,
pemerintah dan DPR memberi jalan keluar melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang diundangkan pada tanggal 24 September 1960 (Lembaran
negara 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara No. 2043) yang sering dikenal dan disingkat
dengan UUPA.

Untuk mengetahui seluk beluk UUPA serta menafsirkannya, berikut konsideran yang tercantum di

dalamnya:
“Menimbang :

a) bahwa didalam Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya,
termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang
angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting
untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur;

b) bahwa hukum agraria yang masih berlaku sekarang ini sebagian tersusun
berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan jajahan dan sebagian
dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan Negara

didalam menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini serta pembangunan semesta;
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¢) bahwa hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, dengan berlakunya hukum
adat disamping hukum agraria yang didasarkan atas hukum barat;
d) bahwa bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin kepastian

’

hukum;’

Dari konsideran UUPA tersebut kita dapat menafsirkan sekurang-kurangnya bahwa: konsideran pertama
(a) memberikan pemahaman bahwa bumi, air, dan ruang angkasa merupakan karunia Tuhan Yang Maha
Esa. Ini dapat ditafsirkan bahwa selain bernilai ekonomi-sosialisme, juga ini berkaitan dengan nilai
teologis keagamaan. Cita-cita membangun masyarakat adil dan makmur menghendaki adanya pengaturan
melalui kebijakan hukum yang dapat memberikan keadilan sehingga terwujudnya kemakmuran bagi
semua. Sedangkan merujuk pada konsideran (b) mencerminkan adanya kesadaran bahwa peraturan hukum
agraria yang ada merupakan hukum warisan pemerintah kolonial Belanda, di mana hukum tersebut
memiliki kepentingan bagi melanggengkan penjajahan di Nusantara. Sehingga, hukum agraria yang ada
bertentangan dengan kepentingan rakyat dan menghambat kepentingan nasional.

Pada konsideran (c), diterangkan bahwa hukum agraria yang ada dibangun di atas paradigma hukum
kolonial yang bersifat dualisme. Di mana berlaku dua sistem hukum, yakni hukum barat yang berlaku bagi
orang Eropa dan Timur Asing (Cina, Arab, dst), dan hukum adat yang berlaku bagi pribumi. Dualisme
hukum tersebut kerap menguntungkan pihak pemerintahan kolonial dan merugikan pribumi. Pada
konsideran (d), diterangkan bahwa hukum agraria yang berlaku sebelumnya tidak memberikan kepastian
hukum bagi rakyat asli. Hal tersebut menjadi alasan kuat untuk mengundangkan peraturan baru bagi
tegaknya asas hukum yang paling fundamental: asas kepastian hukum. Hal tersebut didorong atas
pentingnya menyelesaikan problem dualisme hukum ataupun pluralitas hukum yang kerap kali tumpang

tindih dalam usahanya untuk menegakkan hukum yang berasaskan keadilan dan demi kemakmuran rakyat

Dalam UUPA pasal 5, hukum wakaf mendapatkan tempatnya secara implisit pada frasa di akhir norma,
yakni “bersandar hukum agama”. Mencermati norma yang ada pasal tersebut, maka progresifitas hukum
melalui diundangkannya UUPA mengakomodir hukum agraria yang bersandarkan hukum agama. Melalui
pasal tersebut juga dapat dipahami bahwa hukum agraria yang berlaku dalam sistem hukum nasional harus
sejalan dengan kepentingan nasional dan Negara selaku organisasi tertinggi dalam sebuah bangsa. Frasa
“berdasarkan atas persatuan bangsa dengan” mengandung pengertian bahwa hukum agraria mencita-
citakan pengaturan hukum yang lebih adil bagi persatuan segenap elemen bangsa. Ini menjadi niscaya,
sebab peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum adanya UUPA berakibat pada disintegrasi
bangsa. Karena hukum bekas peninggalan kolonial cenderung berlandaskan pada penggolongan-
penggolongan yang sekaligus tidak menciptakan kepastian hukum. Frasa “sosialisme Indonesia” dapat

dipahami bahwa pengaturan hukum agraria harus berasaskan sosialisme Indonesia. Yakni, pengaturan
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yang menjunjung tinggi sifat komunalisme pada segala hak kepemilikan tanah alih-alih individualisme.
Hal tersebut dipertegas pada pasal selanjutnya, yakni pasal 6 UUPA yang berbunyi: “Semua hak atas tanah

mempunyai fungsi sosial.”

Pasal selanjutnya yang menyinggung hukum wakaf pada UUPA adalah pasal 14 dan pasal 49. Adapun
pasal 14 berbunyi:

“(1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan (3) , pasal 9 ayat (2) serta pasal
10 ayat (1) dan (2) Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum
mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam

yang terkandung didalamnya:
a. untuk keperluan Negara,

b. untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha

Esa;
c. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;

d. untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan

dengan itu;
e. untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.

(2) Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1) pasal ini dan mengingat peraturan-peraturan yang
bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air serta
ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing. (3) Peraturan
Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan,
mengenai Daerah Tingkat | dari Presiden, Daerah Tingkat Il dari, Gubernur/Kepala Daerah yang
bersangkutan dan Daerah Tingkat I11 dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan.”

Dari Pasal 14 UUPA tersebut, dapat dipahami bahwa Pemerintahan Pusat dalam hal ini ditekankan untuk
melakukan pengaturan mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa
serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Segala jenis pengaturan agraria harus berorientasi pada
kesejahteraan. Begitu juga dengan Pemerintah Daerah, sebagai pelaksana kebijakan yang ada di bawah
Pemerintahan Pusat, ditekankan untuk mengatur penegakkan hukum agraria yang disesuaikan dengan

kebutuhan dan keadaan daerah masing-masing.

Di antara pasal dalam UUPA yang paling eksplisit menyebut hukum wakaf adalah pasal 49 tentang hak-
hak tanah untuk keperluan suci dan sosial. Pada pasal 49 tersebut, dapat dipahami bahwa UUPA secara
lebih eksplisit dan tegas mengakomodir hukum agraria yang bersandarkan pada hukum agama dengan

pengakuannya pada hak milik tanah bagi badan-badan keagamaan. Ini juga memiliki konsekuensi agar
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Negara menjamin dan melindungi perolehan tanah yang hendak diatur oleh badan-badan agama sesuai
dengan peraturan. Dalam hubungannya dengan agama Islam secara spesifik, frasa “perwakafan tanah
milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah” memberikan ruang baru bagi hukum wakaf

untuk diatur secara lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah(JDIH BPK, t.t.-a).
3.2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Sesuai dengan amanat Pasal 49 UUPA tersebut, maka 17 tahun setelah diundangkannya terbitlah Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Peraturan tersebut dimuat dalam
Lembaran negara Rl Nomor 38 Tahun 1977, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3107). Adanya
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 1977, bukan saja untuk menggenapi amanat dari UUPA,
melainkan juga berfungsi sebagai upaya hukum untuk menghadirkan kepastian hukum. Meski upaya
kepastian hukum tersebut sudah tertuang dalam konsideran UUPA, pada prakteknya masih banyak tanah-
tanah wakaf yang disalahgunakan dan disalahperuntukkan baik oleh para Nazir maupun keluarga wakif.
Sehingga asas kepastian hukum masih belum bisa ditemukan jika hanya mengacu pada UUPA secara
yuridis. Maka PP no 28 tahun 1977 diharapkan dapat menyelesaikan fenomena yang ada agar status tanah-
tanah wakaf memiliki kepastian hukum serta agar pengaturan yang ada lebih memastikan kesesuaian
pemanfaatannya. Sehingga, dalam PP no 28 tahun 1977 diatur di dalamnya tata cara perwakafan dan aturan

administratif yang cukup lengkap dan memadai bagi waktu itu.

Hal tersebut dapat diamati pada bagian konsideran huruf (b) PP no 28 tahun 1977 yang berbunyi: “bahwa
peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini yang mengatur tentang perwakafan tanah milik,
selain belum memenuhi kebutuhan akan cara-cara perwakafan, juga membuka kemungkinan timbulnya
hal-hal yang tidak diinginkan disebabkan tidak adanya data-data yang nyata dan lengkap mengenai
tanah-tanah yang diwakafkan ;”. Frasa “hal-hal yang tidak diinginkan” dapat dimaknai sebagai
penyalahgunaan tanah wakaf yang tidak sesuai dengan tujuan asal pemanfaatannya. Sedangkan frasa
“tidak ada data-data yang nyata dan lengkap mengenai tanah-tanah yang diwakafkan” dapat dimaknai
sebagai ketidaktertiban administrasi wakaf berupa tidak adanya hal-hal yang dapat membuktikan status
perwakafan suatu tanah memiliki pengaruh yang signifkan bagi penyalahgunaan tanah wakaf.

PP nomor 28 tahun 1977 berisi 7 bab, 18 pasal. Dalam bab | mengenai ketentuan umum terdapat definisi-
definisi, yakni definisi wakaf, wakif, ikrar, dan nazir. Adapun bab Il mengenai fungsi wakaf mengandung
pasal-pasal yang menjelaskan fungsi wakaf secara umum, unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf, hak dan
kewajiban nazir. Dalam bab Il berisi pasal-pasal yang mengatur tata cara mewakafkan tanah hak milik
secara administratif, di dalamnya diatur banyak hal dan terperinci bagaimana tata cara mendaftarkan tanah
wakaf. Di antaranya adalah mengatur 1. Kewajiban wakif untuk datang ke Pejabat Pembuat Akta Ikrar

Wakaf untuk melakukan ikrar wakaf 2. Isi dan bentuk Ikrar Wakaf diatur oleh Menteri Agama 3. Pejabat
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Pembuat Akta Ikrar Wakaf dilantik dan diberhentikan oleh Menteri Agama 4. Ketentuan dokumen-
dokumen yang diperlukan, berupa surat hak milik tanah, surat keterangan Kepala Desa dan Kepala
Kecamatan setempat, serta izin dari Kepala Daerah casuo quo kepada Kepalab Sub Direktorat Agraria
setempat . Dalam bab IV berisi pasal-pasal yang mengatur perubahan perwakafan tanah milik, di dalamnya
ditegaskan bahwa tanah yang sudah diwakafkan pada dasarnya tidak bisa diubah peruntukkannya, kecuali
dengan syarat yakni harus atas persetujuan menteri agama dengan alasan tertentu. Jika status tanah milik
wakaf diubah penggunaannya maka Nadzir harus melaporkan Bupati/Kepala Daerah casuo quo kepada

Kepalab Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut (JDIH BPK, t.t.-
e).

Dalam bab V mengenai ketentuan pidana di dalamnya mengatur pasal-pasal yang menyatakan konsekuensi
bagi individu maupun badan hukum yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam
bab VI mengenai ketentuan peralihan, di dalamnya diatur bahwasanya sejak berlakunya PP no 28 tahun
1977 maka Nadzir yang mengurus tanah wakaf sebelum diberlakukannya aturan tersebut segera
menyesuaikan dengan mendaftarkan ke KUA setempat untuk disesuaikan. Dan di dalamnya juga diatur
ketetapan bahwa peraturan dan atau ketentuan-ketentuan tentang perwakafan tanah sebagaimana
tercantum dalam Bijblad-Bijblad Nomor 6196 Tahun 1905, Nomor 12573 Tahun 1931, Nomor 13390
Tahun 1934, dan Nomor 13480 Tahun 1935 beserta ketentuan pelaksanaannya, sepanjang bertentangan
dengan ketentuan-ketentuan dalam PP nomor 28 tahun 1977 dinyatakan tidak berlaku lagi. Selanjutnya,
ada juga pasal yang menyatakan amanat agar Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri mengatur lebih
lanjut terkait pelaksanaan dan aturan wakaf. Adapun BAB VII tentang ketentuan penutup yang berisi
amanat diundangkannya PP no 28 tahun 1977 dan disertakan dalam Lembar Negara.

Dalam rangka melaksanakan amanat PP tersebut, Departemen Agama dan Deprtemen Dalam Negeri serta
instansi terkait lainnya, telah mengambil langkah-langkah berkenaan dengan ‘pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 sebagaimana yang diamanatkan oleh PP tersebut, di antaranya adalah

sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Tentang
Perwakafan Tanah milik tertanggal 26 November 1977.

2. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, tertanggal 10 Januari 1978.

3. Instruksi bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 1 Tahun 1978 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintan Nomor 28 Tahun 1978 tentang Perwakafan Tanah Milik,
tertanggal 23 Januari 1978.

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang kapada

Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/setingkat di Seluruh Indonesia untuk
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Mengangkat/memberhentikan setiap Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagai
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

5. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kep./D/75/1979 tentang
Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik.

Agar pelaksanaan kebijakan tersebut berlangsung sesuai dengan tujuan yang diharapkan,
pemerintah menerbitkan Instruksi Bersama yang ditujukan kepada para Gubernur dan Kepala Kantor
Wilayah Departemen Agama di seluruh Indonesia. Instruksi ini dimaksudkan untuk memastikan
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, beserta
Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Agama terkait, secara optimal. Sebagai
upaya untuk mempermudah penyelenggaraan perwakafan sekaligus memberikan pedoman operasional
bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses perwakafan, kemudian diterbitkan Peraturan Direktur

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kep./D/75/1979.

Selain itu terbit juga Surat Keputusan Gubernur / Instruksi Gubernur yang mengatur perwakafan

tanah miliki, di antaranya:

1. Surat Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 2197/1V/81 perihal
Pendaftaran Perwakafan Tanah Milik;

2. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 2197/1\VV/81 perihal
Pendaftaran Perwakafan Tanah Milik di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;

3. Intruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Sumatera Barat Nomor 27/IMST/GSB/1980
Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28/1977 Tentang Perwakafan Tanak Milik;

4. Intruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Nusa Tenggara Barat Nomor 79/590/65 tentang
Pelaksanaan Instruksi Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/1978;

5. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Sumatera Utara Nomor 24/1980 tentang
Pendaftaran Perwakafan Tanah millik;

6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 451/14/INST/1981 tentang
Pendaftaran Perwakafan Tanah Milik;

Terbitnya PP no 28 tahun 1977 membawa angin segar. Sebab, ia merupakan aturan perundang-undangan
pertama yang mengatur secara sangat detail peraturan-peraturan wakaf demi tegaknya tertib administrasi
yang lebih baik. Peraturan tersebut juga merupakan produk hukum positif pertama yang menjelaskan
wakaf secara definitif, syarat-syaratnya, unsur-unsurnya, tata cara wakaf pengaturan lembaga-lembaga
yang terkait sebagai pengawasan, dan diakhiri dengan akibat-akibat melanggar ketentuannya. Dengan kata
lain, secara umum PP no 28 tahun 1977 mengatur bagaimana wakaf dipraktekkan secara birokratis agar

pada prakteknya sesuai dengan tujuan asalnya. Dari sini, maka dapat disimpulkan bahwa tagnin
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(positivisasi) hukum wakaf pertama kali yang mengatur secara detail hal-ihwal wakaf ialah PP no 28 tahun
1977. Adapun UUPA merupakan peraturan perundang-undangan pertama yang menyebutkan frasa
“wakaf” secara eksplisit, tetapi ia tidak mengatur secara spesifik hal-ihwal mengenai wakaf dan tata

caranya.

3.2.3 Kompilasi Hukum Islam
Kemudian, perkembangan hukum wakaf berikutnya adalah terbitnya Kompilasi Hukum Islam atau yang
disingkat KHI, yang merupakan kodifikasi hukum Islam pertama yang eksistensinya berdasarkan Instruksi
Presiden (Inpres) No.1 tahun 1991 (JDIH BPK, t.t.-b). Perlu digarisbawahi, bahwa Kompilasi Hukum
Islam bukan merupakan peraturan perundang-undangan, tetapi kehadirannya dianggap penting penulis
cantumkan di sini sebab keberadaannya memiliki pengaruh signifikan dalam dinamika hukum positif

wakaf.

Hadirnya KHI merupakan kelanjutan secara tidak langsung dari terbitnya UU No.7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama. Di mana terbitnya UU tersebut menandai kedudukan Pengadilan Agama yang lebih
setara. Kehadirannya merupakan terobosan baru bagi penguatan eksistensi Pengadilan Agama. Di antara
transformasi dalam UU tersebut yang paling signifikan adalah Pengadilan Agama memiliki eksekutoir
verklaring, yakni kewenangan untuk mengimplementasikan keputusannya secara independen. Di mana,
sebelumnya satu-satunya cara agar keputusannya dapat diberikan ialah memohon izin terlebih dahulu
kepada Pengadilan Negeri. Hal tersebut dipandang cukup ironis dan diskriminatif bagi sistem hukum
nasional. Sehingga UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan peraturan yang mereformasi
secara signifikan bagi eksistensi Peradilan Agama dalam sistem hukum nasional, yang pada gilirannya
berakibat positif pada hukum wakaf secara khusus. Oleh sebab itu pula, kewenangan wakaf sepenuhya
menjadi kompetensi absolut bagi Pengadilan Agama semenjak diundangkannya UU Peradilan Agama. Ini

sebagaimana tertuang dalam pasal 49 UU Peradilan Agama ayat 1:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara
di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. kewarisan,

wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan shadagah”

Frasa “Pengadilan Agama” merujuk pada Pengadilan Agama sebagai subjek norma dalam pasal tersebut.
Adapun objek normanya: “bertugas dan berwenang memeriksa memutus, dan menyelesaikan perkara-
perkara..... c. Wakaf dan shadagah.” Maka, pengertian tersebut memberikan batasan bagi wewenang
pengadilan agama dalam hal kompetensi absolut mengenai perkara-perakara yang disebutkan. Ini
sekaligus juga sesuai dengan tujuan diundangkannya UU Peradilan Agama, di mana frasa “wewenang dan
“memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara” menjadi legitimasi bagi Pengadilan Agama untuk

memiliki eksekutoir verklaring.
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Namun, kemampuan Pengadilan Agama dalam memutuskan pada perjalanannya menemui masalah baru.
Di antara yang paling mencolok adalah adanya disparitas hukum, yakni perbedaan putusan hukum antara
satu pengadilan dengan pengadilan yang lain karena perbedaan hakim dalam memutus satu perkara yang
sama. Ini tentu mencederai asas kepastian hukum yang mengharuskan hukum seharusnya memberikan
kepastian — tidak ada kontradiksi antara produk-produk hukum. Hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya
pijakan yang seragam bagi hakim-hakim Pengadilan Agama. Oleh karena itu, tujuan disusunnya KHI
adalah sebagai upaya unifikasi hukum yang dipedomani oleh Pengadilan Agama dalam memutuskan
perkara. Adapun penyusunannya ialah berdasarkan prakarsa Mahkamah Agung dan Menteri Agama yang
diakui oleh para ulama. Sehingga dapat dikatakan bahwa KHI merupakan hasil konsensus (ijma’) ulama.
Penyelenggaraannya melalui media loka karya yang dilaksanakan secara nasional yang pada akhirnya

mendapat legalisasi dari kekuasaan negara.

Dalam hubungannya dengan wakaf, KHI menempatkan wakaf pada bagian ketiga yang berjumlah 15 pasal
dengan total 229 pasal. Adapun selain daripada 15 pasal wakaf ialah menyangkut perkawinan (Buku |
pasal 1-170) dan warisan (Buku Il pasal 171-214). Secara umum, isi pasal yang ada di dalam KHI dan UU

Perwakafan Tanah Milik hampir sama. Namun, ada perbedaan di antaranya:

1. Dalam UU Perwakafan Tanah Milik, definisi wakaf masih terbatas pada wakaf tanah. Sebab,

ia juga merupakan amanat dari UUPA yang mengatur sebatas urusan tanah. Namun, dalam

KHI sudah mulai ada perluasan definisi wakaf yang tidak hanya mencakup wakaf tanah milik,

namun juga benda lain yang bergerak meski belum spesifik. Ini dapat dibuktikan dengan kita
mencermati pasal 215 ayat 1 dan ayat 4:

“(1) Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang

memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna

kepentingan ibadat atau kerpeluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.”

“(4) Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak uang memiliki

daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.”

Dari ayat pasal 215 ayat 1 tersebut jika dikomparasikan dengan UU no 28 tahun 1977 tentang
Perwakafan Tanah Milik memiliki perbedaan. Jika pada UU no 28 tahun 1977 tentang Perwakafan
Tanah Milik frasa wakaf di antaranya: “memisahkan sebagian dari benda miliknya berupa tanah”,
maka definisi wakaf pada KHI tidak ada lagi frasa “berupa tanah” sebagaimana yang telah disebutkan.
Ini dibuktikan dengan ayat selanjutnya, ayat 4, pada frasa “baik benda bergerak atau tidak bergerak

uang.....bernilai menurut ajaran Islam.”

2. Dalam KHI juga mengatur apa yang belum diatur dalam UU no 28 tahun 1977 tentang
Perwakafan Tanah Milik, yakni pembatasan jumlah nadzir. Ini tertuang dalam pasal 219 ayat
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5 sebagaimana frasa berikut: “sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-
banyaknya 10 orang.”
3. Dalam KHI juga peranan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan dan Camat memiliki

porsi yang lebih luas ketimbang UU no 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

3.24 Kesesuaiannya Qowa’id Fighiyyah dengan Kebijakan Hukum Wakaf Pasca

Kemerdekaan

Dalam hubungannya dengan Kesesuaiannya qowa’id fighiyyah, berikut akan dirinci konsekuensi logis
dari perkembangan hukum wakaf di era pasca kemerdekaan dan menKesesuaiannya qo-‘idah fighiyyah
mana yang berkorelasi kuat dan relevan bagi perkembangan hukum wakaf yang ada:

a. Bahwa kehadiran UUPA memberikan asas kepastian hukum bagi sistem hukum nasional.
UUPA yang menegaskan eksistensi bumi, air, dan ruang angkasa dikuasai oleh bangsa dan
diatur peruntukkannya oleh negara sebagai otoritas dan organisasi tertinggi sebuah bangsa. Ini
berimplikasi pada terselesaikannya isu pluralitas hukum sehingga terwujudnya sistem hukum
nasional yang otentik sejalan dengan asas kepastian hukum. Ini sesuai dengan qo’idah
fighiyyah: “clilu Js ¥ @l (Al-Yagin La Yazal Bi Al-Syakk)”, yang artinya: “Keyakinan
tidak bisa menghapuskan keraguan”. Kaidah tersebut dapat diinterpretasikan dalam hal ini
bahwa hilangnya pluralitas hukum mengenai agraria berkonsekuensi pada kepastian yang
mensicayakan keyakinan dan menghapus keragu-raguan (masyarakat memiliki kepastian
hukum yang jelas) dalam hal landasan status kepemilikan tanah wakaf.

b. Bahwa kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah
Milik memiliki dampak terhadap tertib administrasi yang lebih baik. Pengawasan yang
lebih sistematis terhadap tanah milik wakaf agar sesuai tujuan wakaf menjadi perhatian
serius dalam materi muatan tiap-tiap pasalnya. Selain turunnya peraturan ini disebabkan
oleh amanat UUPA, fenomena banyaknya nadzir menyalahgunakan benda wakaf yang
dimiliki menjadi konsideransi bagi diundangkannya peraturan ini. Ini sesuai dengan
qo’didah fighiyyah: “zbadl la e adia 2iédll ¢ 2 (Dar-ul Mafasid Mugoddam ‘Ala Jalbil
Masholih), yang artinya “Mencegah kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik
kemaslahatan.” Dalam hal ini, peraturan-peraturan yang ada dapat dikesankan membatasi
subjek hukum wakaf dalam melakukan praktek wakaf (jalbul-masholih) , tetapi sebenarnya
hal itu demi menghindari mafsadat yang lebih besar(dar-ul mafasid), yakni hilangnya
benda wakaf karena penyalahgunaan.

c. Terbitnya KHI merupakan upaya unifikasi hukum Islam sebagai jawaban atas perbedaan
produk-produk hukum setiap putusan hakim-hakim pengadilan agama. Selain hal tersebut

memastikan keberadaan asas kepastian hukum dalam setiap putusan hakim, dalam qoi’dah
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fighiyyah ini selaras dengan: « @8 oSall oS NN Hukmul Hakim Yarfa 'ul Khilaf), yang
artinya: “Keputusan Seorang Hakim/Penguasa Mengangkat Khilaf/Perbedaan)”. Dalam
kaidah tersebut dapat kita interpretasikan bahwa: KHI sebagai produk hukum yang
dijadikan pedoman bagi hakim-hakim pengadilan agama untuk memutuskan perkara
merupakan upaya penguasa maupun hakim tinggi (hukmul hakim) untuk memutus isu
disparitas hukum (rof ul khilaf).

3.3 Regulasi Hukum Wakaf Pasca Reformasi dan Kesesuaiannyanya dengan Qo’idah

Fighiyyah
3.3.1 Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf

Kebijakan wakaf di era reformasi-sekarang melahirkan beberapa undang-undang, diantaranya: Undang-
Undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf yang merupakan regulasi khusus pertama yang mengatur secara
menyeluruh. Sebelumnya, Era reformasi menandai pengakuan hukum wakaf dengan payung hukum yang
lebih jelas dan memberikan perlindungan hukum pada aset wakaf. Dalam UU No. 41 Tahun 2004, definisi
wakaf memperluas cakupan objek wakaf tidak hanya tanah, melaikan meliputi juga benda bergerak seperti
uang, logam mulia, surat berharga, dan hak sewa. Ditambah dengan dibentuk badan independen yang
mengelola wakaf, yakni Badan Wakaf Indonesia (BWI1) menandakan kesadaran negara terkait perlunya
profesionalitas pengelolaan harta benda wakaf. Selain pengelolaan wakaf menjadi lebih modern dan
terstruktur, UU tersebut juga mendorong optimalisasi potensi wakaf bukan hanya sebagai pranata

keagamaan tetapi juga sebagai kekuatan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam periode ini, muncul kesadaran untuk mendorong supaya wakaf bukan hanya menjadi instrumen
keagamaan sosial yang bersifat konsumtif, melainkan seharusnya juga harus bersifat produktif.
Sebelumnya, tujuan benda wakaf (mauquf alaih) masih terbatas pada hal-hal yang sifatnya konsumtif yang
tidak menghasilkan nilai tambah secara ekonomi, seperti wakaf masjid, pesantren, kuburan, panti asuhan,
dan semisalnya. Padahal, variabel-variabel ekonomi lain seperti sukuk, hak kekayaan intelektual, dan
surat-surat berharga lain merupakan benda wakaf tak bergerak yang perlu diakomodir pengaturannya bagi
hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Hal tersebutlah merupakan urgensi bagi diundangkannya UU
Wakaf tahun 2004.

Optimalisasi pemanfaatan wakaf guna memiliki sifat produktif secara ekonomi dapat disimak dalam
konsideran UU no 41 tahun 2004 tentang wakaf, yakni pada frasa: “....lembaga wakaf sebagai pranata
keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien...”. Frasa
“potensi dan manfaat ekonomi” menjelaskan secara utuh bahwa hukum materiil yang ada di dalam UU

tersebut adalah upaya untuk menciptakan nilai tambah secara ekonomi bagi praktik wakaf. Frasa “secara
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efektif dan efisien” dapat dibaca sebagai dorongan bagi restrukturasi tata kelola wakaf supaya dapat lebih
mengedepankan profesionalitas. Sehingga, praktik wakaf dapat lebih memaksimalkan manfaat sebanyak-

banyaknya, seluas-luasnya, dengan penggunaan waktu dan tenaga yang lebih minimal.

UU Wakaf tahun 2004 terdiri atas sebelas bab dan 71 (tujuh puluh satu) pasal yang meliputi pengertian
tentang wakaf, syarat-syarat sahnya wakaf, fungsi wakaf, tata cara mewakafkan dan pendaftaran wakaf,
perubahan, penyelesaian sengketa, pembinaan dan pengawasan wakaf, Badan Wakaf Indonesia (BWI),
ketentuan pidana dan ketentuan peralihan. Selaras dengan konsideran UU tersebut, maka terdapat
perkembangan dan perubahan yang di bawa oleh UU Wakaf ini. Sekurang-kurangnya di antaranya ialah:
1. Persoalan hal ihwal mengenai nazir dan tertib administrasinya 2. Pernambahan kategori benda wakaf
(mauquf) 3. Penambahan kategori peruntukkan wakaf (mauquf alaih) 4. Pendirian Badan independen
wakaf, yang dinamakan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bertugas dan berwenang: membina nazir;
mengelola harta wakaf; memberikan izin perubahan peruntukan wakaf; dan pemberi saran dan
pertimbangan kepada pemerintah mengenai kebijakan wakaf. Secara rinci perubahan-perubahan tersebut
secara mendetail akan dijabarkan selanjutnya (JDIH BPK, t.t.-f).

Selaras dengan konsideran, maka terdapat perluasan definisi wakaf ini merujuk pada UU no 41 tahun 2004
tentang wakaf: “menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk
jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna...”. Frasa “jangka waktu tertentu” berimplikasi
pada alternatif pilihan jenis wakaf berdasarkan waktu berlakunya. Apakah ia akan dijadikan benda wakaf
selamanya atau jangka waktu tertentu. Ini juga mengakomodir hukum wakaf dari berbagai macam mazhab
dan pendapat, sehingga subjek hukum wakaf dapat lebih bebas menentukan pendapat mazhab mana yang
dianut. Frasa tersebut juga berbeda dengan pengertian wakaf dalam peraturan-peraturan sebelumnya di

mana pemanfaatan wakaf hanya boleh dan dibatasi untuk selamanya.

Selain itu, terdapat pasal yang menandai transformasi kebijakan wakaf dari wakaf konsumtif menjadi
wakaf produktif. Yakni adanya perubahan mengenai objek benda wakaf . Ini dapat dirujuk pada pasal 16
ayat nomor (3) yang tertulis: “Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta
benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi : a. uang; b. logam mulia; c. surat berharga; d.
kendaraan; e. hak atas kekayaan intelektual; f. hak sewa; dan g. benda bergerak lain sesuai dengan
ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dengan adanya pasal tersebut,
maka benda-benda wakaf produktif lebih tegas dan eksplisit. Ini berbeda dengan sebelumnya, di mana
dalam KHI belum ada rincian eksplisit mengenai benda-benda apa saja yang dapat menjadi objek wakaf,
meski sudah mengandung pengertian dimungkinkannya objek benda bergerak dijadikan sebagai objek

benda wakaf — bukan hanya tanah.
Dalam rangka mengupayakan wakaf produktif juga, peruntukkan wakaf (mauquf ‘alaih) diperluas dan
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diatur secara detail dalam UU ini. Hal tersebut tercantum pada pasal 22: “Dalam rangka mencapai tujuan
dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi : a. sarana dan kegiatan ibadah; b.
sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim
piatu, beasiswa; d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau e. kemajuan kesejahteraan umum
lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.” Frasa dalam pasal
tersebut membatasi sekaligus mengatur lebih jelas peruntukkan-peruntukkan wakaf agar sesuai dengan
spirit UU itu sendiri, yakni ~mendorong terwujudnya wakaf produktif yang dicita-citakan. Jika
diperbandingkan dengan peraturan-peraturan sebelumnya, maka tidak ada rincian lebih lanjut yang
mengatur peruntukkan benda wakaf. Singkatnya, perubahan peraturan dan perkembangan hukum wakaf
dalam UU ini juga merangkumi apa yang terdapat dalam unsur wakaf itu sendiri, yakni peruntukkan wakaf

(mauquf ‘alaih).

Untuk memperkuat infrastruktur/pranata perwakafan, dalam UU ini juga diatur penambahan pihak-pihak
yang terlibat yang belum diatur di dalam peraturan sebelumnya. Yakni, dituangkannya Lembaga
Keuangan Syariah ke dalam materi UU yang di antara tugasnya mendaftarkan harta benda wakaf uang atas
nama Nazhir kepada Menteri Agama (pasal 30). Selain itu, juga terdapat Badan Wakaf Indonesia (BWI)
yang secara khusus diatur dalam bab VI pasal 47-61. Secara umum tujuan dibentuknya BWI sebagaimana
tertuang dalam pasal 47 ialah mengembangkan perwakafan nasional. Badan ini berkedudukan di Indonesia
dan jika memungkinkan membentuk perwakilan di setiap Provinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai
kebutuhan (pasal 48). Dengan adanya tugas dan wewenang yang dilimpahkan kepada BWI, maka
diharapkan dapat menjamin pengelolaan wakaf yang lebih optimal dan terwujudnya pembinaan
profesionalitas nazir (tugas dan wewenang ada pada pasal 49).

Regulasi pengangkatan anggota BWI juga diangkat berdasarkan profesionalitas, yang syarat-syaratnya
ialah: a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c. dewasa; d. amanah; e. mampu secara jasmani dan
rohani; f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau
pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah; dan h.
mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional (pasal 54). Adapun
ketentuan pengangkatan dan pemberhentian anggaota BWI berada di tangan presiden, yang secara rinci
akan diatur dalam peraturan Badan Wakaf Indonesia (pasal 55). Ketentuan lainnya mengenai: pembiayaan
diatur dalam pasal 59; tentang ketentuan lanjut pelaksanaan BWI dalam pasal 60; terakhir, yakni tentang
pertanggungjawaban dalam pasal 61. Peraturan-peraturan tersebut mengenai BWI cukup menjadi landasan
hukum yang kuat bagi eksistensi badan independen wakaf guna mewujudkan wakaf produktif yang

profesional, progresif, dan tertib secara administratif.
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3.3.2 Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Sebagai kelanjutan dari amanat Undang-Undang Wakaf, maka dibentuklah selanjutnya Peraturan
Pemerintah No0.42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang
Wakaf. Peraturan tersebut dibentuk guna mengatur lebih lanjut peraturan yang belum diatur dalam UU,
serta menjamin dan memastikan penafsiran yang sama atas UU Wakaf. Sehingga, dengan pengaturan
tersebut diharapkan adanya peraturan yang jelas dan rinci di dalam tahap pelaksanaannya (JDIH BPK, t.t.-
c). PP tersebut mengandung 11 Bab dan 61 pasal. Secara rinci sebagai berikut: Bab | mengenai Ketentuan
Umum (pasal 1); Bab 1l mengenai Nazhir (pasal 2-14); Bab 11l mengenai Jenis Harta Benda Wakaf; Akta
Ikrar Wakaf Dan Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf (pasal 15-37); Bab IV mengenai Tata Cara
Pendaftaran Dan Pengumuman Harta Benda Wakaf (pasal 38-44); Bab V mengenai Pengelolaan Dan
Pengembangan (pasal 45-48); Bab VI mengenai Penukaran Harta Benda Wakaf (pasal 49-51); Bab VII
mengenai Bantuan Pembiayaan Badan Wakaf Indonesia (pasal 52); Bab VIII mengenai Pembinaan Dan
Pengawasan (pasal 53-56); Bab IX mengenai Sanksi Administratif (pasal 57), Bab X mengenai Ketentuan
Peralihan (pasal 58-59); Bab XI mengenai Penutup (pasal 60-61).

Materi pasal yang ada di dalam PP setidak-tidaknya menindaklanjuti dan melengkapi terhadap pasal-pasal
berikut yang ada di dalam UU Wakaf:

a. Pasal 14 ayat (2) tentang syarat-syarat nadzir, tugas, hak dan kewajibannya.

b. Pasal 21 ayat (3) tentang pengaturan Akta Ikrar Wakaf.

C. Pasal 31 tentang wakaf benda bergerak.

d. Pasal 39 tentang Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), tata cara pendaftaran dan

pengumuman harta benda wakaf.

e. Pasal 41 tentang perubahan status harta benda wakaf.
f. Pasal 46 tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
g. Pasal 66 tentang bentuk pembinaan dan pengawsan oleh Menteri dan Badan Wakaf

Indonesia, dan
h. Pasal 68 tentang pelaksanaan sanksi administratis atas tidak didaftarkannya harta benda

wakaf oleh lembaga keuangan syari‘ah dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

3.3.3 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang
Wakaf.

Seiring dengan berjalannya waktu, terbit aturan terbaru yang mengubah Peraturan Pemerintah

No0.42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yakni Peraturan
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Pemerintah No. 25 Tahun 2018. Aturan-aturan yang ada di dalamnya mengubah, menghapus, mengganti

beberapa pasal yang ada pada aturan-aturan sebelumnya (JDIH BPK, t.t.-d). Di antara pasal-pasal yang

mengalami perubahan ialah:

a. Ketentuan angka 12 Pasal 1 diubah dan disisipkan 5 (lima) angka di antara angka 12 dan angka

13 yaitu angka 12A, L2B, L2C, 12D dan 12E. Secara rinci penyisipan-penyisipan tersebut

sebagai berikut:

12A. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, yang selanjutnya
disebut Kepala Kantor Wilayah adalatr pejabat kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama di tingkat provinsi

12B. Kepala Kantor Kementerian Agama I(abupaten/Kota, yang selanjutnya
disebut Kepala Kantor adalah pejabat kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang agama di tingkat kabupaten/kota.

12C. Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Ttrkar Menukar Harta
Benda Wal€f, yang selanjutnya disebut Tim Penetapan adalah tim yang dibentuk
oleh Kepala Kantor.

12D. Penilai Pertanahan, yang selanjutnya disebut Penilai, adalah orang
perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang
telah mendapatkan praktik Penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat
lisensi dari Badan Pertanatran Nasional Republik Indonesia untuk menghitung
nilai/harga Objek Pengadaan Tanah.

I2E. Penilai Publik adalah penilai yang telatr memperoleh izin dari Menteri

Keuangan unttrk memberikan jasa penilaian.

b. Ketentuan Pasal 14 dan Penjelasan Pasal 14 dihapus.

c. Ketentuan Pasal 49 diubah. Dengan rincian perubahan sebagai berikut:

Pada ayat (1) frasa “Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran
dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan
BWI.” Diubah menjadi: “Perubahan status harta benda Wakaf dalam bentuk
penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan
persetujuan BWI.” Frasa “pesetujuan” mengukuhkan BWI sebagai badan yang
memiliki kehendak yang menciptakan hubungan hukum dan memiliki konsekuensi
hukum jika tidak dipenuhi.

Pada ayat (3), terdapat pengaturan tambahan mengenai harta benda wakaf yang
dapat ditukargulingkan, yakni ditentukan luasnya dengan luas 5000 meter persegi.
Beberapa poin yang ada di dalam ayat (3) diubah menjadi ayat baru, yakni ayat ke
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(4). Kemudian terdapat perubahan admininstrasi tukarguling wakaf yang

mengharuskan Kepala Kantor Wilayah memiliki izin dari BWI Wilayah.

d. Ketentuan Pasal 50 diubah menjadi 5 ayat yang masing-masing secara rinci sebagai berikut:

Ayat 1 menetapkan Kepala Kantor memiliki wewenang untuk menetapkan nilai dan
manfaat harta yang akan ditukargulingkan berdasar Tim Penetapan.

. Ayat 2 mengatur tentang unsur-unsur Tim Penetapan. Ini menjadi landasan hukum

bagi tegaknya eksistensi Tim Penetapan yang sebelumnya belum diatur dalam
Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun
2004 Tentang Wakaf

Ayat 3 mengatur tentang eksistensi Penilai maupun Penilai Publik sebagai penilai
atas nilai harta wakaf maupun benda penukar yang akan menjadi benda wakaf.
Selain itu diatur juga mengenai benda penukar harus berada di wilayah yang
strategis dan mudah dikembangkan sesuai dengan peruntukkannya.

Ayat 4 mengatur bahwa Penilai atau Penilai Publik harus disediakan oleh instansi
atau pihak yang akan menggunakan tanah wakaf.

Ayat 5 menegaskan bahwa Penilai atau Penilai Publik harus melaksanakan tugas

dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Pasal 51 diubah dengan rincian perubahan sebagai berikut:

Ayat 1 dan poin-poin di bawahnya mengatur mekanisme lanjutan terkait izin tertulis
dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4). Secara umum, dalam
poin-poin tersebut diatur secara birokratis tentang batas waktu yang harus
dikerjakan oleh masing-masing pejabat negara (Kepala Kantor dan Menteri), Tim
Penetapan, maupun BWI dalam pelaksanaan administrasi tukar guling benda wakaf.
Ketentuan tersebut dapat menjadi dasar bagi perubahan tata kelola pemerintahan

yang lebih baik, efektif, dan efisien.

. Ayat 2 dan poin-poin di bawahnya mengatur mekanisme lanjutan terkait izin tertulis

dari Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) dalam.
Hampir sama dengan ayat 1, dalam ayat 2 juga diatur secara birokratis tentang batas
waktu yang harus dikerjakan oleh masing-masing pejabat negara (Kepala Kantor,
Menteri, Kepala Kantor Wilayah), Tim Penetapan, maupun BWI Provinsi dalam
pelaksanaan administrasi tukar guling benda wakaf. Yang membedakan adalah,
dalam ayat 2 proses birokratis lebih mengatur kepada lembaga yang berada di

tingkat provinsi di mana dalam ayat 1 mengatur birokrasi di tingkat kabupaten/kota.
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f.

Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 51A. Pasal 51A beserta
poin-poin di bawahnya secara umum mengatur kewajiban instansi yang akan menggunakan
tanah wakaf. Di antaranya adalah : a. mengajukan permohonan sertifikat tanah wakaf terhadap
tanah pengganti; b. melaksanakan pembangunan fisik untuk kepentingan umum pada lokasi
harta benda Wakaf setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atau Kepala Kantor Wilayah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dan menyiapkan tanah dan/atau bangunan sementara
untuk digunakan sesuai dengan peruntukan harta benda Wakaf. Selain itu, di dalamnya juga
dicantumkan mengenai kewenangan Kantor pertanahan setempat menerbitkan sertifikat Wakaf
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 52 tentang Bantuan Pembiayaan Badan Wakaf Indonesia diubah. Mulanya,
pasal 52 sebagai berikut: “Bantuan pembiayaan BWI dibebankan kepada APBN selama 10
(sepuluh) tahun pertama melalui anggaran Departemen Agama dan dapat diperpanjang;”,
diubah menjadi “Bantuan pembiayaan BWI dialokasikan pada bagian anggaran kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama melalui penetapan Menteri.”.
Frasa “dibebankan kepada APBN selama 10 (sepuluh) tahun pertama melalui anggaran
Departemen Agama” dapat diinterprasikan bahwa peraturan tersebut sudah tidak relevan dan
usang untuk diberlakukan melihat sistem perencanaan pembangunan nasional yang
melatarinya, sehingga perlu diubah. Untuk itu frasa “dialokasikan pada bagian anggaran
kementerian” nampaknya lebih relevan dan dapat ditafsirkan sesuai dengan latar sistem
perencanaan dan pembangunan nasional yang ada di kemudian hari.

Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 59A, yang berbunyi:
“Proses tukar-menukar harta benda Wakaf yang telah berlangsung sebelum berlakunya
Peraturan Pemerintah ini tetapi belum mendapat persetujuan dari Menteri, pernrosesannya
dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.” Peraturan tersebut sesuai
dengan asas berlaku surut yang menjamin kepastian hukum. Maka, benda wakaf yang masih
dalam proses tukar menukar harta benda wakaf dan sekaligus belum mendapatkan persetujuan
dari Menteri sebagaimana dalam pasal 59 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42
Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Jika disimpulkan, maka analisis dan interpretasi penulis atas perubahan peraturan-peraturan yang

ada pada Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 42
Tahun 2006 konsisten dengan tujuan yang mendasari dibentuknya peraturan tersebut. Menilik konsideran
yang ada pada PP terbaru tersebut di antaranya: “bahwa untuk meningkatkan pengamanan, efektivitas,
efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan harta benda wakaf serta untuk menyesuaikan dengan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
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umum.”

Selain dari kebijakan dan peraturan-peraturan perundang-undangan di atas, sebenarnya masih

banyak pengaturan wakaf lain, baik peraturan perundang-undangan maupun selain perundang-undangan

(Badan Wakaf Indonesia, 2018). Ini dapat dijumpai melalui:

1.
2.

10.

11.

12.

13.

Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
Peraturan Menteri Agama R1 No. 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak
Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia No. 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.11/420 Tahun 2009 tentang
Model, Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang dan Lampirannya.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 800 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan
Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang dan Lampirannya.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja
Badan Wakaf Indonesia.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan
Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran/ Perubahan Status Harta Benda Wakaf.
Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan
Pergantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan
Pengembangan Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Wakaf
Uang Bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia.Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun
2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Wakaf Indonesia.
Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir
Wakaf Uang

Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan
Pengembangan Harta Benda Wakaf.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang Perwakilan Badan Wakaf

Indonesia.
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3.3.4 Kebijakan Hukum Wakaf Pasca Reformasi dan Kesesuaiannya dengan Qowa’id

Fighiyyah

Dalam hubungannya dengan kesesuaiannya dengan qowa’id fighiyyah, berikut akan dirinci
konsekuensi logis dari perkembangan hukum wakaf di era pasca reformasi dan qo’idah fighiyyah mana

yang memiliki korelasi kuat dan relevan ditinjau dari perkembangan hukum yang ada:

1. Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf U No. 41 Tahun 2004 menjadi tonggak
penting modernisasi hukum wakaf di Indonesia. UU ini menandai transformasi dari sistem
wakaf tradisional yang bersifat konsumtif menuju sistem wakaf produktif yang
berorientasi pada pemberdayaan ekonomi dan Kkesejahteraan masyarakat.
Dengan pengaturan yang lebih jelas, cakupan objek yang luas, dan pembentukan BWI
sebagai lembaga pengelola independen, UU ini memperkuat posisi wakaf sebagai
instrumen keagamaan sekaligus ekonomi nasional yang dikelola secara profesional,
efektif, dan efisien dalam kerangka hukum negara. Ini juga menunjukkan keseriusan
pemerintan  dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik melalui kebijakan-
kebijakan birokratis yang ada di dalam pasal-pasal UU Wakaf, utamanya jika disorot
pembentukan BWI dan pranata wakaf yang lain. Jika pasal-pasal yang ada di dalamnya
ditinjau secara materiil, maka hal tersebut sesuai dengan qo’idah fighiyyah: e sl¥) a’pas
daliadl b gie e )l yang artinya: “Kebijakan penguasa terhadap rakyat harus didasarkan
pada kemaslahatan.” Pada kaidah tersebut, Tasharruf dapat dimaknai secara kontekstual
pada bahasan ini: kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai aturan wakaf yang diterapkan
pada rakyat. Sedangkan, Manutun bil Maslahah dapat dimaknai bahwa aturan-aturan yang
diterapkan merupakan cermin dari kemaslahatan. Ini sesuai dengan tujuan diundangkannya
UU berupa perlunya menerapkan wakaf produktif yang pada gilirannya dapat memenuhi
kemaslahatan yang lebih banyak.

2. Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2018
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, keduanya merupakan peraturan
perundang-undangan yang salah satu fungsinya merinci hal detail peraturan-peraturan yang
belum diatur oleh UU wakaf. Ringkasnya, eksistensi PP tersebut dalam rangka membatasi
tafsiran atas UU wakaf sehingga peraturan menjadi jelas sehingga dapat dipahami dan
dipedomani bagi para subjek hukum. Ditinjau dari fungsi tersebut, maka ia memberikan
asas kepastian hukum. Namun, jika ditinjau dari materiil maka peraturan-peraturan tersebut
berguna untuk meningkatkan pengamanan, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas
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pengelolaan harta benda wakaf serta untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-
undangan yang berkembang. Alasan tersebut tercermin dalam pasal-pasalnya yang
mengatur mekanisme praktek wakaf (dilihat dari aspek tata cara registrasi, sertifikat, dan
administrasi lainnya) melalui penguatan birokrasi yang lebih profesional yang melibatkan
lebih banyak pihak (Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Kantor
Kementerian Agama, Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat, Penilai
Pertanahan, Penilai Publik). Ditinjau dari aspek tersebut, maka kedua peraturan terebut
masih bersinggungan dengan qo’idah fighiyyah pada poin (a) di atas, yakni: 4slasll | yang

artinya: “Kebijakan penguasa terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.”

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan
Proses maupun produk positivisasi hukum wakaf di Indonesia mendapatkan tempat yang baik bagi para
pemangku kebijakan dan para pihak yang berkepentingan (stakeholders). Ini dapat dilihat dari upaya para
pemerintah maupun penguasa dalam membentuk suatu peraturan-peraturan yang komprehensif sekaligus
sesuai dengan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi kelangsungan wakaf di Indonesia.
Di sisi lain, pemerintah yang idealnya merepresentasikan sebagai perwakilan Tuhan (Khalifah fil Ardh)
dalam konsep masyarakat muslim, seharusnya tetap memperhatikan dampak dari kebijakan-kebijakan
yang diterbitkan. Selain, ia harus sesuai dengan asas-asas hukum dalam sistem hukum nasional dalam hal
ini sistem civil law, ia juga harus sesuai dengan asas-asas hukum Islam yang berkorespondensi dengan

konsep qo-wa’id fighiyyah.

Dalam rangka menimbang dan mengukur sejauh mana kebijakan-kebijakan pemerintah sesuai dengan
asas-asas hukum Islam yang dalam hal ini go-‘idah fighiyyah, berikut ringkasan dari pembahasan yang
telah disinggung:

1. Pada era pra-kemerdekaan, perkembangan hukum wakaf yang berkembang dan berlaku sesuai
dengan kaidah(<@l)sbas el s @l 5, all) Ad-Dharurat Tubihul Mahdhurat, yang artinya:
“Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang terlarang; selain itu juga sesuai dengan kaidah:
J 32 5==al (Ad-Dhoror Yuzaalu), yang artinya: “kemudhorotan itu dihilangkan”. Kedua kaidah
tersebut didasarkan pada keterpaksaan umat Islam tunduk pada hukum barat yang bertentangan
dengan figih Islam yang hidup secara hukum adat sembari umat Islam memperjuangkan hak-

haknya.

2. Pada era pasca kemerdekaan, perkembangan hukum wakaf yang berkembang dan berlaku sesuai
dengan kaidah: “<lalb Js 5 ¥ ol (Al-Yagin La Yazial Bi AI-Syakk)”, yang artinya: “Keyakinan

tidak bisa menghapuskan keraguan”. Kaidah tersebut sesuai dengan upaya pemerintah
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mereformasi sistem hukum nasional pasca kemerdekaan, di mana pada waktu itu belum ada
landasan dan kepastian hukum terkait hukum wakaf; selain itu juga sesuai dengan : “ >ulidll ¢ )
dbadl Qs e 2330” (Dar-ul Mafasid Mugoddam ‘Ala Jalbil Masholih). Kaidah tersebut sesuai
dalam kaitannya bahwa regulasi wakaf pada saat mula-mula terbitnya belum ada pengaturan yang
jelas dan detail bagi pemberlakuan wakaf sekaligus bagi jaminan atas keamanannya. Hal tersebut
membutuhkan hukum Islam secara adat beradaptasi dengan hukum positif wakaf dalam sistem
hukum nasional (hukum positif). Sehingga, regulasi-regulasi yang pada awalnya dirasa
menyulitkan adalah demi menjauhi mafsadat; selain itu juga sesuai dengan * <Mall Slall oSa
&7, (Hukmul Hakim Yarfa'ul Khilaf) yang artinya: “Keputusan Seorang Hakim/Penguasa
Mengangkat Khilaf/Perbedaan)”. Dalam konteks ini Kompilasi Hukum Islam sebagai produk
hukum yang dijadikan pedoman bagi hakim-hakim pengadilan agama untuk memutuskan perkara
merupakan upaya penguasa maupun hakim tinggi (hukmul hakim) untuk memutus isu disparitas
hukum (rof"ul khilaf).

3. Pada era reformasi-sekarang, perkembangan hukum wakaf yang berkembang dan berlaku sesuai
dengan kaidah: Asliadll b sie de Jll e oYl Caad yang artinya: “Kebijakan penguasa terhadap
rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.” Dalam konteks ini, Undang-Undang No.41 tahun
200 tentang Wakaf merupakan pendorong signifikan bagi pengaturan wakaf produktif (manutun
bil maslahah). Selain itu kebijakan pemerintah berupa tertib administrasi dan birokratisasi yang
lebih baik bagi efektivitas, efisiensi, dan kemanfaatan yang lebih luas dan berdampak merupakan
pencapaian terbaik di era ini. Kemudian, untuk mewujudukan cita tersebut, maka di antara
perubahan yang signifikan ialah upaya pemerintah (tasharraful imam) dalam memperbaiki
pranata wakaf dalam satu sistem yang utuh bagi para pemangku kepentingan (stakeholders). Ini
akhirnya melahirkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan melibatkan Lembaga Keuangan Syariah
serta pihak-pihak lain. Pada perkembangannya, UU Wakaf Tahun 2004 disempurnakan melalui
Peraturan Pemerintah No0.42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2018 Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 Tentang Wakaf. Ini akhirnya memperkuat birokrasi, yakni dengan pemerintah
melibatkan stakeholders yang lebih banyak (Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama, Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat,

Penilai Pertanahan, Penilai Publik) bagi keberlangsungan wakaf.

Dari poin-poin tersebut, setidak-tidaknya ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat sesuai
melalui formalisasi hukum dalam kerangka positivisasi hukum Islam. Kesesuaiannya hukum positif dan
hukum Islam secara substantif diperlukan untuk memastikan bahwa hukum positif yang ada dalam sistem
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nasional tidak berseberangan dengan hukum Islam yang hidup menjadi nilai di tengah masyarakat. Dari
hasil penelitian yang ada, ini menunjukkan tingkat kesesuaiannya yang kuat antara asas-asas hukum Islam

dengan hukum positif wakaf.

4.2 Saran
Dengan penuh kerendahan hati, dan sadar akan keterbatasan pandangan serta ilmu yang penulis miliki,
maka saya menyarankan dengan penuh rasa mahabbah dan penuh ghirah. Berikut saran yang penulis

tawarkan:
1. Saran Bagi Para Akademisi

Bagi para akademisi hukum, khususnya Hukum Syariah di Indonesia, perlu meneliti lebih banyak lagi
penelitian mengenai hukum Islam dalam hubungannya dengan Sistem Hukum Nasional. Hal tersebut
urgen bagi perkembangan hukum Islam dalam bingkai keindonesiaan. Ini penting bagi penguatan
ideologi keislaman dan keindonesiaan masyarakat pada umumnya, yang pada gilirannya hal tersebut
menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna lagi paripurna. la adalah agama yang
sholih likulli zaman wa makan. la adalah agama yang hidup dan menghidupkan para pemeluknya, bukan
agama mati yang hanya berlaku bagi orang-orang Arab tapi juga bagi bangsa-bangsa lain. Hal tersebut
menuntut para akademisi untuk kuat pemahamannya, baik pemahaman sistem hukum nasional yang ada

maupun hukum Islam itu sendiri.

Ini berangkat dari kesulitan penulis untuk menemukan literatur yang memadai bagi memahami sekaligus
mengintegrasikan sistem hukum nasional dan hukum Islam yang memberikan panduan secara
metodologis. Misalnya: Bagaimana metodologi sesuaiisasi asas-asas hukum Islam dengan hukum positif
di Indonesia secara lebih akurat. Hanya sedikit sekali yang menyinggung hal tersebut, dan jikapun ada

hanya tersedia penjelasan yang sangat sederhana.
2. Bagi Kekuasaan Legislatif dan Kekuasaan Yudikatif

Bagi kekuasaan legislatif dan kekuasaan kehakiman, dalam hal literatur, dokumen-dokumen resmi
negara, dan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan upaya digitalisasi yang lebih baik. Ini
berangkat dari kesulitan peneliti untuk mencari satu naskah akademik yang ingin dirujuk. Jikapun ada
dan tersedia, ia tidak tertib dan tidak bersumber dari sumber yang memastikan dan otoritatif. Sehingga,
di sini perlu upaya digitalisasi yang lebih baik lagi dengan satu pintu yang tertib sesuai dengan tugas,
fungsi, dan wewenang para pemangku kebijakan yang berkaitan.
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